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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran, karakteristik, dan
kinerja DPS dan Direksi terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah di
Indonesia. Penelitian ini menggunakan variabel dependen kepatuhan syariah,
sedangkan variabel independen yang digunakan, yaitu jumlah DPS, jumlah Direksi,
proporsi DPS wanita, proporsi Direksi wanita, latar belakang pendidikan DPS, latar
belakang pendidikan Direksi, usia DPS, usia Direksi, frekuensi rapat DPS, dan
frekuensi rapat Direksi. Penelitian ini menggunakan sampel 30 bank syariah yang
terdiri dari 14 Bank Umum Syariah dan 16 Unit Usaha Syariah. Pemilihan sampel
dilakukan dengan teknik purposive sampling. Data yang digunakan diambil dari
Bursa Efek Indonesia dan website resmi dari masing-masing Bank Umum Syariah
dan Unit Usaha Syariah tahun 2015-2019. Data diolah menggunakan teknik analisis
regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel proporsi DPS
wanita, proporsi Direksi wanita, dan frekuensi rapat DPS berpengaruh positif
terhadap kepatuhan syariah, variabel jumlah Direksi berpengaruh negatif terhadap
kepatuhan syariah, sedangkan variabel jumlah DPS, latar belakang pendidikan
DPS, latar belakang pendidikan Direksi, usia DPS, usia Direksi, dan frekuensi rapat
Direksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah.

Kata kunci: Kepatuhan Syariah, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Direksi

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of size, characteristics and performance
of SSB and Directors on sharia compliance in Islamic banks in Indonesia. This
study uses the dependent variable of sharia compliance, while the independent
variables used are the number of SSB, the number of Directors, the proportion of
female SSB, the proportion of female Directors, educational background of SSB,
educational background of the Board of Directors, age of SSB, age of the Board of
Directors, frequency of SSB meetings, and frequency of the Board of Directors
meetings. This study used a sample of 30 Islamic banks consisting of 14 Islamic
Commercial Banks and 16 Islamic Business Units. The sample selection was done
by using the purposive sampling technique. The data used is taken from the
Indonesia Stock Exchange and the official website of the respective Sharia
Commercial Banks and Sharia Business Units for 2015-2019. The data were
processed using multiple regression analysis techniques. The results showed that
the variable proportion of female SSB, the proportion of female Directors, and the
frequency of SSB meetings positively influenced sharia compliance, the variable
number of Directors negatively influenced sharia compliance, while the variable
number of SSB, educational background of SSB, educational background of the
Board of Directors, age of DPS, age of Directors, and frequency of meetings of the
Board of Directors did not affect sharia compliance.

Keywords: Sharia Compliance, Sharia Supervisory Board, Board of Directors
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kegiatan perbankan telah lama menambah aktivitas perekonomian negara.
Keberadaan perantara keuangan dalam sektor perbankan sangat penting untuk
sistem ekonomi modern. Sebagai sebuah perantara, kinerja yang baik sangat
dibutuhkan oleh bank, karena dengan adanya kinerja yang baik maka bank akan
dengan mudah memperoleh kepercayaan dari nasabah. Kepercayaan yang diperoleh
dari nasabah akan mendukung dan mempermudah aktivitas bank. Kelancaran
berbagai aktivitas yang dilakukan oleh bank akan meningkatkan kemakmuran

stakeholders dan meningkatkan nilai perusahaan (Sukarno dan Syaichu, 2006).

Perbankan syariah pada dasarnya memiliki dua fungsi, yaitu fungsi komersial
dan sosial. Al-shamali et al., (2013) mengatakan bahwa berdasarkan Undang-
undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, fungsi komersial perbankan
syariah dilihat dari perannya sebagai perantara keuangan yang berarti bahwa
mereka pada umumnya merupakan entitas bisnis yang mengumpulkan dana dari
masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam
bentuk kredit dan/atau bentuk lain untuk meningkatkan kehidupan masyarakat,
sedangkan fungsi sosial perbankan syariah mengacu pada tanggung jawab bank

syariah untuk kesejahteraan semua pemangku kepentingan.

Hal yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah struktur
tata kelola bank syariah yang mengikuti karakteristik kepatuhan syariah dan

dipandu secara ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kedua fitur unik



tersebut memberikan lapisan tata kelola lain selain Dewan biasa, seperti Dewan
Direksi. Lapisan tata kelola tambahan pada bank syariah ini mengubah struktur tata
kelola mereka dari lapisan tunggal menjadi tata kelola multi-lapisan (Mollah dan
Zaman, 2015). Hal ini dikarenakan mekanisme penyelenggaraan kegiatan bank
syariah berdasarkan proses islamisasi (Said dan Grassa, 2013). Ini berarti bahwa
bank syariah beroperasi berdasarkan untung dan rugi (pembagian risiko) dan bebas
dari bunga (riba) (Mollah dan Zaman, 2015). Oleh karena itu, tata kelola syariah
dapat didefinisikan sebagai sistem yang mengontrol dan mengarahkan DPS untuk

memastikan kompatibilitas dengan aturan syariah (Said dan Grassa, 2013).

Bank syariah telah dianggap sebagai organisasi bisnis yang dapat melayani
nasabah untuk mencapai kewajiban agama terutama di kalangan umat Islam.
Literatur menunjukkan bahwa nasabah tersebut mempertimbangkan beberapa
faktor penting dalam memilih bank, seperti reputasi, agama dan faktor ekonomi
(Dusuki dan Abdullah, 2007). Bagi perbankan syariah, kepercayaan dan keyakinan
merupakan elemen penting dalam pilihan nasabah, bukan hanya keyakinan pada
bank sebagai penyedia yang relevan, namun juga keyakinan dalam hal kepatuhan
terhadap aturan syariah (Lee dan Ullah, 2011). Untuk itu, penting bagi bank syariah
dalam mempertimbangkan kepuasan nasabah guna memastikan loyalitas mereka,
sehingga dapat meningkatkan profitabilitas bank dan mengarah ke pangsa pasar
yang lebih tinggi (Kashif et al., 2015). Untuk menjaga loyalitas nasabahnya, bank
syariah harus memenuhi ekspektasi nasabahnya (Kamarulzaman dan Madun, 2013)
terutama pada aspek kepatuhan syariah yang sangat penting bagi nasabah muslim

dalam memilih banknya (Ashraf et al., 2015). Bank syariah harus tetap mematuhi



prinsip syariah untuk mendapatkan keunggulan kompetitif (Lee dan Ullah, 2011).
Dengan ini, keberadaan DPS merupakan faktor penting dalam meningkatkan

kepercayaan nasabah terhadap bank syariah (Amin et al., 2013).

Dilihat dari jumlah BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah),
BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dari tahun 2015 hingga 2019, industri

perbankan syariah di Indonesia berkembang cukup pesat. (OJK 2019)

Tabel 1.1 Jumlah Perbankan Syariah di Indonesia
Tahun 2015-2019

Tahun | Jumlah BUS | Jumlah UUS Jumlah DPRS
2015 12 22 164
2016 13 21 166
2017 13 21 167
2018 14 20 167
2019 14 20 164

Sumber: OJK 2019

Meskipun perkembangan perbankan syariah di Indonesia bisa dikatakan cukup
pesat, akan tetapi pada kenyataannya masyarakat masih mempermasalahkan ajaran
Islam tentang perbankan syariah itu sendiri. Bagi para pemangku kepentingan pada
bank syariah di Indonesia, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi
masalah penting. Banyak kritik terhadap ketaatan bank syariah terhadap prinsip
syariah karena bank syariah di Indonesia dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah.
Mu'allim (2003) mengungkapkan bahwa beberapa ilmuwan muslim mengkritisi
bank syariah karena mereka meyakini bahwa bank syariah melanggar konsep
syariah dengan kata lain melanggar hukum syariah. Hal ini disebabkan

ketidaksesuaian konsep dan praktik di perbankan syariah. Sjahdeini (1999)



mengemukakan dalam Mu'allim (2003) bahwa bank syariah tidak menghilangkan
risiko bunga dalam menjalankan kegiatan usahanya, akan tetapi tetap memberikan

pembebanan bunga dan menghindari risiko dengan cara yang licik.

Untuk mencapai pemenuhan kepatuhan syariah dibutuhkan Dewan Pengawas
Syariah. Peran DPS sangat penting bagi bank syariah dan keberadaannya sesuai
dengan standar Board of Director yang membuat struktur tata kelola mereka sangat
berbeda dengan bank konvensional. Fungsinya sebagai lapisan kedua dalam
struktur organisasi bank syariah yang memungkinkan mereka untuk memantau dan
mengawasi bank syariah terkait penerapan kepatuhan syariah. Fungsi tersebut
sangat penting untuk menjaga kepercayaan nasabah tentang kegiatan bank

(Abdullah et al., 2013).

DPS dibantu oleh Direksi untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip
dan aturan syariah. Selain keterampilan yang dimiliki oleh pengurus perbankan
konvensional, anggota bank syariah juga harus memiliki etika perbankan yang
tinggi dan kemampuan yang profesional, serta harus memiliki pemahaman yang
memadai tentang permasalahan perbankan terkait dengan hukum syariah (Chapra,
2007). Dewan Direksi adalah sarana utama tata kelola perusahaan yang
bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan pemangku kepentingan
perusahaan dengan memandu operasi dan mendukung pengambilan keputusan

(Mak dan Li, 2001).

Othman et al., (2012) berpendapat bahwa Direksi dan Dewan Pengawas

Syariah harus bekerja sama untuk meminimalkan risiko syariah dan meningkatkan



kinerja keuangan lembaga keuangan Islam. Dengan demikian, aktivitas bank akan
diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Qutainah et al., 2013). ). Selain
itu, Misman & Bhatti (2020) mengungkapkan bahwa Dewan Pengawas Syariah
memberikan nasihat kepada Dewan Direksi tentang risiko kredit yang terkait
dengan produk sebelum memasarkannya. Merton (1977) juga menambahkan
bahwa DPS harus melarang Direksi untuk terlibat dalam aktivitas dengan risiko
yang lebih tinggi, selama krisis keuangan. Kolaborasi antara Direksi dan Dewan
Pengawas Syariah dapat mengurangi risiko syariah dan meningkatkan nilai bank

syariah.

Garcia-Meca et al., (2015) menyatakan bahwa dalam teori keagenan, Dewan
adalah mekanisme tata kelola perusahaan yang penting untuk mengurangi konflik
manajer dan pemegang saham. Dewan yang beragam dapat membantu
meningkatkan efektivitas pemantauan sebagai hasil dari sudut pandang dan

perspektif yang berbeda, serta pengalaman dan pengetahuan yang beragam.

DPS dan Direksi memiliki ukuran, karakteristik, dan kinerja yang beragam.
Menurut Rao dan Tilt (2016), konsep keberagaman berkaitan dengan komposisi
Dewan dan variasi kombinasi atribut, karakteristik dan keahlian yang
dikontribusikan oleh anggota Dewan dalam kaitannya dengan proses pengambilan

keputusan.

Ukuran dicerminkan melalui jumlah DPS dan Direksi. Jumlah Dewan
merupakan proksi penting untuk mencapai struktur tata kelola perusahaan yang

optimal (Paniagua et al., 2018). Ada pandangan yang dihadapkan tentang pengaruh



ukuran Dewan pada kinerja perusahaan. Dari sudut pandang teoritis, menurut teori
agensi, ketika pemegang saham tidak dapat secara efektif mengendalikan manajer,
Dewan harus memiliki ukuran yang relatif besar yang terutama menyediakan peran
pemantauan. Dari pandangan ini, hubungan antara ukuran Dewan dan Kinerja
perusahaan diharapkan menjadi positif. Menurut teori ketergantungan sumber daya,
hubungan itu juga diharapkan positif. Dengan memasukkan peran Dewan sebagai
penyedia sumber daya, Dewan tambahan membawa lebih banyak modal manusia
dan sosial ke perusahaan (Pfeffer, 1972) dan meningkatkan informasi dan
pengetahuan khusus Dewan tentang bisnis, sehingga meningkatkan kualitas
keputusan strategis yang pada akhirnya berdampak pada Kinerja perusahaan

(Hillman & Dalziel, 2003).

Proporsi wanita dapat mencerminkan karakteristik DPS dan Direksi. Selain itu,
karakteristik DPS dan Direksi dapat dilihat melalui latar belakang pendidikan dan

usia.

Gender merupakan salah satu karakteristik Dewan. Adanya keragaman gender
pada jajaran Dewan dapat membawa anggota Dewan untuk menjalankan fungsi
kontrolnya secara lebih efisien, yang mengarah pada pengurangan biaya agensi
yang terkait dengan konflik antara pemilik dan manajemen, dengan konsekuensi
peningkatan kinerja bisnis (Carter et al., 2003; Hillman dan Daiziel, 2003).
Faktanya, Dewan dengan lebih banyak perempuan memiliki dampak yang berbeda
pada Kinerja perusahaan, dan satu-satunya peran perempuan dalam jajaran Dewan
seringkali tercermin dalam gaya kepemimpinan demokratis dan partisipatif mereka

(Eagly dan Johnson, 1990) dan kepekaan mereka yang lebih besar (Bradshaw dan



Wicks, 2000). Kemampuan ini, dikombinasikan dengan kepedulian yang diambil
perempuan, dan pertimbangan mereka untuk kebutuhan orang lain dapat mengarah
pada partisipasi aktif perempuan dalam isu-isu strategis yang memengaruhi

perusahaan dan pemangku kepentingannya.

Latar belakang pendidikan merupakan Kkarakteristik demografis dari
manajemen puncak yang memengaruhi perilaku manajerial dan kinerja perusahaan
(Hambrick dan Mason, 1984). Gelar pendidikan dianggap sebagai proxy untuk
basis pengetahuan atau kecerdasan, dan diharapkan bahwa Dewan dengan gelar
pendidikan yang lebih tinggi harus lebih siap untuk memproses informasi yang

kompleks, menanggapi perubahan dan berinovasi.

Keragaman usia Dewan merupakan dimensi penting dari keragaman jajaran
Dewan. Usia Dewan menjadi penting karena merupakan proksi untuk proses
pengambilan keputusan Dewan di tempat kerja (D’Amato dan Gallo, 2009).
Menariknya, Carter et al., (2010) mengemukakan bahwa Dewan yang lebih muda
tampak lebih terbuka terhadap pendekatan baru dibandingkan dengan Dewan yang

lebih tua yang mungkin tertarik untuk mempertahankan status quo.

Kinerja DPS dan Direksi dicerminkan melalui frekuensi rapat. Eluyela et al.,
(2018) menyatakan bahwa rapat Dewan merupakan kegiatan yang diatur untuk
mengumpulkan anggota Dewan guna membahas dan menangani masalah relevan
yang berkaitan dengan pengalaman mereka sebelumnya, keadaan sulit saat ini, dan
hal-hal yang berwawasan ke depan sebagai kaitannya dengan kelangsungan hidup

perusahaan. Frekuensi rapat dewan dapat ditentukan dari jumlah rapat yang



diadakan selama satu tahun. Rapat ini berfungsi sebagai media yang digunakan
untuk harmonisasi opini yang efektif untuk mencapai tujuan (sasaran) perusahaan

secara keseluruhan.

Pada penelitian ini, penulis akan menghubungkan pengaruh ukuran,
karakteristik, dan kinerja DPS dan Direksi. Ukuran dicerminkan melalui variabel
jumlah DPS dan jumlah Direksi, karakteristik dicerminkan oleh proporsi DPS
wanita, proporsi Direksi wanita, latar belakang pendidikan DPS, latar belakang
pendidikan Direksi, usia DPS, dan usia Direksi, sedangkan kinerja dicerminkan
melalui variabel frekuensi rapat DPS dan frekuensi rapat Direksi. Di Indonesia
sendiri, penelitian yang mencoba untuk menghubungkan pengaruh ukuran,
karakteristik, dan kinerja DPS dan Direksi terhadap kepatuhan syariah belum ada.
Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh
ukuran, karakteristik, dan kinerja DPS dan Dewan Direksi terhadap kepatuhan

syariah pada bank syariah di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus untuk mengkaji tentang bagaimana pengaruh ukuran,
karakteristik, dan kinerja DPS dan Dewan Direksi terhadap kepatuhan syariah pada
bank syariah di negara Indonesia. Ukuran dicerminkan oleh variabel jumlah DPS
dan jumlah Direksi, karakteristik dicerminkan oleh variabel proporsi DPS wanita,
proporsi Direksi wanita, latar belakang pendidikan DPS, latar belakang pendidikan
Direksi, usia DPS, dan usia Direksi, sedangkan kinerja dicerminkan oleh variabel
frekuensi rapat DPS dan frekuensi rapat Direksi. Secara rinci, rumusan masalah

dalam penelitian ini, antara lain:



10.

Apakah jumlah DPS berpengaruh terhadap kepatuhan syariah pada bank
syariah di Indonesia selama tahun 2015-2019?

Apakah jumlah Dewan Direksi berpengaruh terhadap kepatuhan syariah
pada bank syariah di Indonesia selama tahun 2015-2019?

Apakah proporsi DPS wanita berpengaruh terhadap kepatuhan syariah pada
bank syariah di Indonesia selama tahun 2015-2019?

Apakah proporsi Dewan Direksi wanita berpengaruh terhadap kepatuhan
syariah pada bank syariah di Indonesia selama tahun 2015-2019?

Apakah latar belakang pendidikan DPS berpengaruh terhadap kepatuhan
syariah pada bank syariah di Indonesia selama tahun 2015-2019?

Apakah latar belakang pendidikan Dewan Direksi berpengaruh terhadap
kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia selama tahun 2015-2019?
Apakah usia DPS berpengaruh terhadap kepatuhan syariah pada bank
syariah di Indonesia selama tahun 2015-2019?

Apakah usia Dewan Direksi berpengaruh terhadap kepatuhan syariah pada
bank syariah di Indonesia selama tahun 2015-2019?

Apakah frekuensi rapat DPS berpengaruh terhadap kepatuhan syariah pada
bank syariah di negara Indonesia selama tahun 2015-2019?

Apakah frekuensi rapat Dewan Direksi berpengaruh terhadap kepatuhan

syariah pada bank syariah di Indonesia selama tahun 2015-2019?
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1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana seperti yang telah disebutkan dalam rumusan penelitian di atas,

maka penelitian ini ditujukan untuk:

10.

Menguji pengaruh jumlah DPS terhadap kepatuhan syariah pada bank
syariah di Indonesia selama tahun 2015-2019.

Menguji pengaruh jumlah Dewan Direksi terhadap kepatuhan syariah pada
bank syariah di Indonesia selama tahun 2015-20109.

Menguji pengaruh proporsi DPS wanita terhadap kepatuhan syariah pada
bank syariah di Indonesia selama tahun 2015-2019?

Menguji pengaruh proporsi Dewan Direksi wanita terhadap kepatuhan
syariah pada bank syariah di Indonesia selama tahun 2015-2019?

Menguji pengaruh latar belakang pendidikan DPS terhadap kepatuhan
syariah pada bank syariah di Indonesia selama tahun 2015-2019?

Menguji pengaruh latar belakang pendidikan Dewan Direksi terhadap
kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia selama tahun 2015-2019?
Menguji pengaruh usia DPS terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah
di Indonesia selama tahun 2015-2019?

Menguji pengaruh usia Dewan Direksi terhadap kepatuhan syariah pada
bank syariah di Indonesia selama tahun 2015-2019?

Menguji pengaruh frekuensi rapat DPS terhadap kepatuhan syariah pada
bank syariah di Indonesia selama tahun 2015-2019?

Menguji pengaruh frekuensi rapat Dewan Direksi terhadap kepatuhan

syariah pada bank syariah di Indonesia selama tahun 2015-2019?
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1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan berkontribusi terhadap diskursus teoritis di bidang
corporate governance terutama kaitannya dengan pengaruh Dewan Pengawas

Syariah dan Dewan Direksi terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini akan berkontribusi terhadap penentuan
kebijakan bank syariah dalam mengelola Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan
Dewan Direksi pada bank tersebut. Kedua, hasil penelitian ini akan membantu bank
syariah dalam mempertimbangkan kembali desain mekanisme tata kelola
perusahaan untuk memastikan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan

Direksi akan berkontribusi terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah.
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BAB I1

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Perbankan Syariah di Indonesia

Negara Indonesia memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia, dan perbankan
syariah telah mendapatkan daya tarik di Indonesia. Fitur dari sistem perbankan
Indonesia adalah peralihannya dari perbankan konvensional ke perbankan Islam.
Studi telah menunjukkan bahwa munculnya perbankan syariah telah memberikan

kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia (Zahra et al., 2018).

Abduh dan Omar (2012) menjelaskan bahwa industri perbankan syariah di
Indonesia dimulai sejak tahun 1992 ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat
Indonesia yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia. Bank Muamalat
Indonesia menjadi satu-satunya Bank Umum Syariah hingga krisis keuangan 1997
yang menyebabkan kerusakan besar-besaran pada sistem keuangan Indonesia. Pada
tahun 1999 sebagai imbas krisis keuangan dan multidimensi 1997-1998 di
Indonesia, empat bank besar di bawah naungan pemerintah dimerger dan menjadi
PT. Bank Mandiri. Keempat bank tersebut adalah PT. Bank Dagang Negara, PT.
Bank Bumi Daya, PT. Bank Exim, dan PT. Bapindo. Bank Mandiri kemudian
membeli PT. Bank Susila Bakti yang terkena dampak krisis keuangan juga dengan
syarat PT. Bank Susila Bakti akan beroperasi kembali sebagai bank syariah dengan

nama PT. Bank Syariah Mandiri.

Upaya untuk memperkenalkan perbankan syariah di Indonesia, dilakukan
amandemen terhadap Undang-undang Perbankan No 7 Tahun 1992 yang

memungkinkan bisnis perbankan memasukkan perolehan laba dengan cara bagi
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hasil sebagai pengganti bunga (Thani et al., 2010 dan Venardos, 2006). Peraturan
perbankan Indonesia secara langsung mewajibkan bank yang menerapkan konsep

bagi hasil untuk menunjuk Dewan Pengawas Syariah (Thani et al., 2010).

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI1/2009 Tentang
Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit
Usaha Syariah, bank syariah diwajibkan memiliki DPS yang anggotanya diangkat
oleh rapat umum pemegang saham berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh
Majelis Ulama Indonesia. Bank Indonesia mewajibkan DPS pada bank syariah
mengadakan rapat pengurus minimal sebulan sekali dan menyampaikan laporan

pengawasan berkala kepada Bank Indonesia.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia cukup pesat jika dilihat dari
jumlah BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah), dan BPRS (Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah) dari tahun 2015 hingga 2019 (OJK 2019).

2.2 Prinsip-prinsip Tata Kelola pada Bank Syariah

Jensen dan Meckilng (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah
hubungan antara manajer (agen) dan pemilik perusahaan (prinsipal). Dengan
kesepakatan kedua belah pihak, hak dan kewajiban agen dan prinsipal diatur dalam
kontrak kerja. Teori keagenan dapat menjelaskan potensi konflik kepentingan
antara berbagai pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan. Benturan
kepentingan terjadi karena para pihak memiliki tujuan yang berbeda berdasarkan

posisi dan kepentingan perusahaan.
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Menurut Safieddine (2009), permasalahan pada bank syariah tidak terbatas
pada pemisahan kepemilikan dan penguasaan, tetapi meluas pada pemisahan arus
kas dan kontrol yang membuat masalah keagenan pada bank syariah lebih rumit
daripada bank konvensional. Sejak awal, Islam menekankan pada pentingnya
hubungan, hubungan apapun yang diberikan di dunia ini, khususnya bagi umat
Islam harus diawali dengan hubungan kepada Allah. Pada bidang ekonomi Islam,
contoh hubungan yang terjadi, yaitu antara pemberi modal (rabbul mal) dan
pengusaha (mudarib), antara penyedia modal atau mitra, pembeli dan penjual, agen
(wakeel) dan prinsipal (muwakkel), kontraktor (wakif) dan penerima manfaat
(muawikif), gadai (marhun), dan pemilik aset (murtahin). Secara umum, hubungan
ini menciptakan hubungan prinsipal dan agen. Teori keagenan Islam menggunakan
Al Quran dan Hadis untuk menentukan fitur dan kerangka kerja praktek hubungan

ekonomi di LKI (Lembaga Keuangan Internasional).

Khalid et al., (2018) berpendapat bahwa teori keagenan Islam mengajarkan
umat manusia sebagai anggota kemitraan untuk mempraktikkan rasa hormat,
syukur, kesabaran, toleransi dan juga untuk percaya tidak hanya pada pahala atau
hasil ekonomi, tetapi juga dalam pahala spiritual (berkah dari Allah). Kebohongan,
kelalaian, kesombongan dan kecemburuan harus dihindari oleh masing-masing

pihak.

Islam adalah keyakinan yang berhubungan dengan semua aspek kehidupan,
dan di dalamnya terdapat sistem berbasis nilai yang mengutamakan pengakuan
keadilan bagi semua manusia. Ciri utama ekonomi Islam adalah tujuannya untuk

menciptakan masyarakat yang adil, jujur, dan seimbang sesuai dengan nilai etika
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Islam. Hukum Islam (syariah) menyatakan bahwa bisnis Islam harus dilakukan dan
didasarkan pada norma etika dan kewajiban sosial, dan juga harus didasarkan pada
kerangka moral syariah (Ahmad, 2000). Magalhaes dan Al-Saad (2013)
mengatakan bahwa Alquran, Hadis dan ajaran Nabi Muhammad (SAW) secara luas
telah menyatakan dan mendukung semua dasar di balik tata kelola perusahaan,
dengan menekankan pentingnya nilai, etika, dan moral untuk kesejahteraan

masyarakat.

Tata kelola syariah dapat dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari prinsip
tata kelola perusahaan. Tujuan dari tata kelola syariah adalah untuk memastikan
bahwa penerapan dan kepatuhan pada syariah tidak dikompromikan dengan biaya
apapun. Pada perbankan syariah diamanatkan untuk mematuhi prinsip-prinsip
syariah yang terutama berasal dari Alquran (Kitab Suci) dan Sunnah (tradisi Nabi
SAW). Kepentingan umum (maslahah), ekuitas (istihsan), dan adat istiadat (urf)
juga dipertimbangkan di antara sumber-sumber sekunder hukum Islam (Kamali,

2007).

Menurut Leon dan Weill (2018), prinsip utama perbankan syariah adalah
larangan bunga dalam transaksi keuangan. Fakta menyatakan bahwa penyedia dana
tidak diperbolehkan membebankan bunga, akan tetapi tidak berarti bahwa semua
bentuk pengembalian dilarang. Sebaliknya, bunga diganti dengan konsep bagi hasil
dan kerugian. Konsep ini menganggap bahwa kedua belah pihak dalam transaksi
keuangan diharapkan untuk berbagi hasil dari suatu proyek. Selain itu, dalam
keuangan Islam dilarang adanya ketidakpastian kontrak, artinya dalam praktiknya

persyaratan kontrak harus didefinisikan dengan jelas, eksplisit, dan tanpa
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ambiguitas. Terakhir, aktivitas berdosa seperti perjudian atau peternakan babi tidak
dapat didanai. Sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, keuangan Islam telah

mengembangkan produk pembiayaan yang spesifik, yaitu:

Pertama, dua produk pembiayaan inti, yaitu kontrak kemitraan antara pemberi
pinjaman dan peminjam berdasarkan prinsip bagi hasil dan kerugian: musyarakah
dan mudharabah. Kontrak mudharabah didasarkan pada fakta bahwa pemberi
pinjaman menyediakan modal dan peminjam memberikan usaha dan pengetahuan.
Keuntungan dibagi antara kedua belah pihak, sedangkan kerugian ditanggung
sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Kontrak musyarakah yaitu keuntungan dan
kerugian dibagi antara pemberi pinjaman dan peminjam karena semua pihak telah

memberikan kontribusi modal.

Kedua, murabahah. Murabahah adalah penjualan mark-up berdasarkan fakta
bahwa pemberi pinjaman membeli barang dan menjualnya kepada pelanggan

dengan imbalan harga yang mencakup biaya asli dan margin tertentu.

Ketiga, ijara. ljara mencerminkan kontrak leasing konvensional dalam
keuangan Islam. Pemberi pinjaman membeli barang dan menyewakannya kepada

pelanggan untuk jangka waktu tertentu dan sewa tertentu.

2.3 Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah

Menurut Muhammad (2001), kepatuhan syariah adalah prinsip kepatuhan atau
ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank syariah adalah

lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip hukum syariah, artinya
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penyelenggaraan bank mengikuti ketentuan hukum syariah, khususnya yang

berkaitan dengan tata cara bermuamalat Islam.

Pendapat lain, yaitu dari Adrian dan Sutedi (2009), Adrian dan Sutedi (2009)
berpendapat bahwa kepatuhan syariah adalah kepatuhan kepada Fatwa Komite
Hukum Syariah Nasional, karena Fatwa Komite Hukum Syariah Nasional
merupakan perwujudan dari prinsip dan aturan syariah yang harus dipatuhi oleh
industri perbankan syariah. Kepatuhan syariah dalam operasional perbankan
syariah tidak hanya mencakup produk, tetapi juga sistem, teknologi dan logo atau
identitas perusahaan. Oleh karena itu, budaya perusahaan termasuk dekorasi dan
citra perusahaan juga merupakan salah satu aspek kepatuhan bank syariah terhadap

hukum syariah.

Kepatuhan syariah pada bank syariah berarti bahwa aktivitas bisnis dan produk
yang disediakan oleh bank syariah tidak melanggar prinsip syariah (Rahman dan
Bukair, 2013). Oleh karena itu, dengan menghilangkan unsur riba, gharar, maysir
dan zalim, kepatuhan terhadap syariat syariah dapat mencerminkan prinsip

transaksi halal perbankan syariah.

Fitur unik dari keuangan Islam adalah kepatuhan produk dan operasinya dengan
prinsip dan nilai syariah. Persyaratan kepatuhan syariah menghadirkan dua risiko
penting, yaitu risiko syariah dan risiko hukum. Risiko syariah terjadi ketika
Lembaga Keuangan Islam gagal untuk mematuhi aturan dan prinsip syariah dan
risiko hukum muncul karena Lembaga Keuangan Islam memasuki atau

menjalankan kontrak investasi, dan gagal untuk memvalidasi dan memenuhi
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persyaratan usaha atau kontrak (Ginena dan Hamid 2015). Ketidakpatuhan
Lembaga Keuangan Islam dari dua risiko terkait kepatuhan syariah dapat

mengakibatkan konsekuensi keuangan dan non-keuangan.

Ketidakpatuhan terhadap hukum syariah dapat membatalkan kontrak investasi,
dan/atau menghasilkan pendapatan non-halal yang harus disisihkan dan tidak dapat
ditambahkan ke dalam pendapatan. Hal ini bersama dengan risiko hukum yang
timbul dalam sengketa hukum dapat menodai reputasi dan dengan demikian
memengaruhi bisnis atau investasinya di masa depan. Oleh karena itu, terdapat
kebutuhan untuk memperkenalkan sistem atau kerangka tata kelola syariah yang
tepat untuk memastikan kepatuhan produk dan operasi syariah (Ginena dan Hamid

2015).

Perusahaan yang melaksanakan kepatuhan syariah diharuskan untuk mematuhi
pedoman Islam dalam urusan bisnis mereka. Kepatuhan ini dipantau melalui
pengawasan ekstra dari Dewan khusus (Haniffa & Hudaib, 2007). Dewan ini
memiliki peran konsultatif dan pengawas. Peran konsultatif sebagian besar terletak
pada pengembangan produk syariah, sedangkan fungsi pengawasan bertujuan
untuk memastikan operasi dan kegiatan perusahaan dilakukan sesuai dengan apa
yang telah disetujui sebelumnya oleh pengurus agama. Misalnya, DPS
mengeluarkan pernyataan dalam laporan tahunan perusahaan yang patuh untuk
membuktikan apakah perusahaan telah menjalankan bisnisnya sesuai dengan

kepatuhan syariah (Karim, 1990).
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Pengawasan terhadap kepatuhan syariah dilakukan oleh lembaga pengawas
yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan tertentu. Pengawas
tersebut harus mampu memahami ketentuan dari sumber hukum syariah, serta
memahami hukum positif nasional yang keduanya menjadi dasar hukum perbankan
syariah. Pengetahuan tentang ketentuan dari sumber hukum syariah memungkinkan
mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam peraturan bisnis bank
syariah, sedangkan pengetahuan tentang hukum positif nasional, khususnya hukum
perbankan, memungkinkan mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah ke
dalam aturan legal formal yang mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para

pelaku usaha dalam bidang perbankan syariah (Mulazid, 2016).

Asutay dan Harningtyas (2015) mengemukakan bahwa terdapat beberapa variasi

untuk mengukur kepatuhan syariah, antara lain:

a. Indeks Magasid al-Shari‘ah

Indeks Masaqil al-Shari’ah adalah metode pengukuran kepatuhan syariah
berdasarkan konsep Abu Zaharah tentang maqasid al-Shari‘ah (Mohammed et al.,
2008). Metode Sekaran digunakan untuk mengubah tujuan menjadi pengukuran
kinerja, di mana tujuan tersebut diterjemahkan ke dalam beberapa dimensi dan

kemudian diukur oleh elemen melalui pengumpulan data yang diungkapkan.

b. Kinerja Etis Berbasis Syariah

Bedoui (2012) mengusulkan grafik visual berdasarkan kinerja magasid al-

Syari'ah, diukur dari pendekatan geometris dan matematis. Bedoui (2012)
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menggunakan 4 sumbu untuk magasid utama (tujuan), ia menggunakan 8 sumbu

untuk merepresentasikan konsekuensi yang diturunkan dari tujuan utama.

Adapun 4 tujuan tersebut, yaitu menjaga nilai kehidupan manusia, menjaga diri
manusia, menjaga masyarakat, dan menjaga lingkungan fisik, sedangkan 8 sumbu
untuk merepresentasikan konsekuensi yang diturunkan dari tujuan utama, yaitu
iman, hak asasi manusia, diri sendiri, akal, anak cucu, entitas sosial, kekayaan, dan

lingkungan.

Indeks ldentitas Etis

Dalam mendefinisikan Ethical Identity Index (EIl), Haniffa dan Hudaib (2007)
menggunakan lima aspek, yaitu filsafat dan nilai yang mendasari, penawaran bebas
bunga dan yang dapat diterima secara Islam, tujuan pembangunan dan sosial, dan

review oleh Dewan Pengawas Syariah.

Di samping itu, kinerja etis tersebut juga diuji dampaknya terhadap kinerja
keuangan bank syariah. Pengukuran tersebut, dilakukan menggunakan proksi rasio
CAMEL. Rasio CAMEL adalah metode acuan Jaffar dan Manarvi's (2011) dengan
melakukan perhitungan rasio CAMEL. Jaffar dan Manarvi (2011) menggunakan
rasio tersebut dalam menilai kinerja bank syariah dibandingkan dengan bank

konvensional.

Adapun parameter dan rasio yang digunakan, yaitu:
a. Capital adequacy menggunakan rasio debt to equity dan capital to risk
assets.

b. Asset quality menggunakan rasio non performing loan dan loan loss average.
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c. Management quality menggunakan rasio operating expense dan cost per
money lent.
d. Earning ability menggunakan rasio return on asset return on equity

e. Liquidity menggunakan rasio loan to asset dan deposit to asset

Pengukuran kepatuhan syariah dalam penelitian ini menggunakan Shari’ah
Compliance Index (indeks kepatuhan syariah) dari Hameed et al., (2004). Adapun

indikator kepatuhan syariah tersebut dapat dilihat pada bagian lampiran.

2.4 Peran Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah

Menurut Safieddine (2009), secara teoritis keberadaan dan kegiatan yang
dijalankan bank syariah berbeda dengan bank konvensional dalam hal keadilan.
Untuk meningkatkan pemenuhan keadilan, bank syariah harus mematuhi peraturan
Islam. Fitur utama perbankan syariah, yaitu adanya Dewan Pengawas Syariah
(DPS) yang berfungsi untuk memastikan bahwa operasional bank syariah sesuai

dengan prinsip syariah.

Van Greuning dan Igbal (2008) menyatakan bahwa hukum syariah melarang
riba (bunga), gharar (spekulasi) dan perdagangan uang. Oleh karena itu, untuk
memastikan bahwa operasi dan aktivitas Lembaga Keuangan Islam sesuai dengan
aturan dan prinsip syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus ada di semua
Lembaga Keuangan Islam. Dewan ini memiliki tugas untuk meninjau dan
mengevaluasi produk dan layanan yang baru diperkenalkan untuk memastikan

kepatuhan syariah.
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DPS memiliki peran penting bagi bank syariah dan keberadaannya sesuai
dengan standar Board of Director yang membuat struktur tata kelola mereka sangat
berbeda dengan bank konvensional. Fungsinya sebagai lapisan kedua dalam
struktur organisasi bank syariah yang memungkinkan mereka untuk memantau dan
mengawasi bank syariah terkait penerapan syariah. Fungsi tersebut sangat penting
untuk menjaga kepercayaan nasabah tentang kegiatan bank syariah karena DPS
memastikan kepatuhan kegiatan bank syariah dengan Hukum Islam (Abdullah et
al.,, 2013). Kegagalan menjaga kepercayaan ini dapat membahayakan
keberlangsungan bank syariah karena pemangku kepentingan (pemegang rekening
simpanan atau pemegang saham) dapat menarik investasinya kapan saja (Ginena

dan Hamid 2015 dan Quittainah et al., 2013).

Selain itu, menurut Garas dan Pierce (2010), peran DPS pada bank syariah
tidak hanya sekedar memonitor atau mengawasi, tetapi juga menasihati bank
syariah dalam segala hal yang berhubungan dengan kepatuhan syariah. Peran
penasihat ini dapat berupa memberi saran kepada Direksi atau manajemen kontrak
Islam mana yang harus digunakan atau dihindari. Hal ini karena DPS memiliki
otoritas tertinggi untuk membatalkan produk atau investasi yang tidak sesuai
dengan syariah, meskipun hal itu dapat menghalangi bank syariah dari potensi
investasi dan mengurangi pangsa pasar mereka. Tugas DPS juga termasuk
memberikan pendapat (Grais dan Pellegrini, 2006). Selain itu, DPS dapat
mengeluarkan rekomendasi tentang bagaimana lembaga tersebut dapat memenuhi

peran sosialnya sebaik mungkin serta mempromosikan keuangan Islam (Grais dan
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Pellegrini, 2006) dan membuatnya berbeda dari bank konvensional (Mollah dan

Zaman, 2015).

2.5 Peran Dewan Direksi pada Bank Syariah

Menurut De Andres dan Vallelado (2008), peran Direksi sebagai mekanisme
tata kelola perusahaan bank memiliki relevansi khusus dalam kerangka persaingan
yang terbatas, regulasi yang ketat, dan asimetri informasi yang semakin tinggi
akibat kompleksitas bisnis perbankan. Dengan demikian, Dewan menjadi
mekanisme kunci untuk memantau perilaku manajer dan memberi nasihat kepada
mereka tentang identifikasi dan implementasi strategi. Pengetahuan khusus Dewan
Direksi pada bank tentang kompleksitas bisnis perbankan memungkinkan mereka
untuk memantau dan menasihati manajer secara efisien. Untuk menghindari konflik
kepentingan antara bank dan regulator, Dewan Direksi bertanggung jawab atas

hubungan dengan regulator.

Pada perbankan syariah, Dewan Direksi membantu Dewan Pengawas Syariah
untuk menjalankan tugasnya agar sesuai dengan prinsip dan aturan syariah (Chapra,
2007). Selain itu, Kaplan (2001) mengungkapkan bahwa Dewan Direksi adalah
sarana utama tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab untuk melindungi
kepentingan pemangku kepentingan perusahaan dengan memandu operasi dan
mendukung pengambilan keputusan. Dengan adanya Dewan Direksi dalam
perbankan syariah, maka akan membantu Dewan Pengawas Syariah dalam

mengambil keputusan.



24

2.6 Ukuran, Karakteristik, dan Kinerja Dewan Pengawas Syariah dan Dewan

Direksi

DPS dan Direksi memiliki ukuran, karakteristik, dan kinerja yang beragam.
Menurut Rao dan Tilt (2016), konsep keberagaman berkaitan dengan komposisi
dan variasi kombinasi atribut, karakteristik dan keahlian yang dikontribusikan oleh
anggota Dewan dalam kaitannya dengan proses pengambilan keputusan.
Keragaman Dewan yang didefinisikan oleh Walt dan Ingley (2003) adalah
kombinasi yang bervariasi dari atribut, karakteristik, dan keahlian yang
dikontribusikan oleh masing-masing anggota Dewan dalam kaitannya dengan

proses pengambilan keputusan.

Garcia-Meca et al., (2015) menyatakan bahwa menurut teori keagenan, Dewan
adalah mekanisme tata kelola perusahaan yang penting untuk mengurangi konflik
manajer dan pemegang saham. Dewan yang beragam dapat membantu
meningkatkan efektivitas pemantauan sebagai hasil dari sudut pandang dan
perspektif yang berbeda, serta pengalaman dan pengetahuan berharga yang dapat
diberikan oleh beragam Dewan. Carter et al., (2010) berpendapat bahwa keragaman
Dewan merupakan keuntungan bagi perusahaan karena dapat meningkatkan
efektivitas kepemimpinan perusahaan, mengembangkan pemahaman yang lebih
baik tentang pasar, memberikan legitimasi kepada perusahaan, menyediakan

hubungan global dan meningkatkan tata kelola perusahaan.

Ukuran Dewan merupakan jumlah anggota Dewan dalam suatu perusahaan.
Ukuran Dewan dapat dikatakan sebagai suatu yang dapat mempengaruhi proses

pemantauan, pengambilan keputusan dan pengungkapan (Ghabayen et al., 2016).
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Semakin besar ukuran dewan suatu perusahaan maka semakin mudah untuk
memonitor tugas dari manajemen dalam menjalakan suatu kegiatan usaha dan
membuat manajemen semakin besar dalam melakukan pengungkapan pelaksanaan

tanggung jawab sosial perusahaan (Chen, 2019).

Karakteristik Dewan merupakan ciri atau karakter yang secara alamiah melekat
dalam diri seseorang yang dapat diklasifikasikan melalui usia, etnis, dan jenis
kelamin. Selain itu juga terdapat keberagaman dalam hal kepemilikan, pengalaman,
latar belakang pendidikan, dan status sosial ekonomi (Ramadhani dan Adhariani,

2015).

Menurut Prawirosentono (2017), kinerja merupakan hasil kerja yang dapat
dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai
dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya

mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara ilegal, tidak melanggar hukum dan

sesuai dengan moral maupun etika. Jadi, kinerja Dewan dapat diartikan sebagai

hasil kerja yang dicapai oleh anggota Dewan dalam suatu perusahaan sesuai dengan

wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing anggota Dewan.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan ukuran Dewan yang dicerminkan
melalui jJumlah DPS dan jumlah Direksi, karakteristik Dewan dicerminkan melalui
proporsi DPS wanita, proporsi Direksi wanita, latar belakang pendidikan DPS, latar
belakang pendidikan Direksi, usia DPS, dan usia Direksi, sedangkan kinerja Dewan

dicerminkan melalui frekuensi rapat DPS dan frekuensi rapat Direksi.
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a. Jumlah Dewan Pengawas Syariah dan Jumlah Dewan Direksi

Jumlah merupakan proksi penting untuk mencapai struktur tata kelola
perusahaan yang optimal (Paniagua et al., 2018). Dari sudut pandang teoritis,
menurut teori agensi, ketika pemegang saham tidak dapat secara efektif
mengendalikan manajer, Dewan harus memiliki jumlah yang relatif besar yang
terutama menyediakan peran pemantauan. Dari pandangan ini, hubungan antara
jumlah Dewan dan kinerja perusahaan diharapkan menjadi positif. Menurut teori
ketergantungan sumber daya, hubungan itu juga diharapkan positif. Dengan
memasukkan peran Dewan sebagai penyedia sumber daya, Dewan tambahan
membawa lebih banyak modal manusia dan sosial ke perusahaan (Pfeffer, 1972)
dan meningkatkan informasi Dewan dan pengetahuan khusus tentang bisnis,
sehingga meningkatkan kualitas keputusan strategis yang pada akhirnya berdampak

pada kinerja perusahaan (Hillman & Dalziel, 2003).

Jumlah Dewan Pengawas Syariah adalah jumlah anggota DPS pada lembaga
keuangan syariah (Khoiruddin, 2013). Jensen dan Meckling (1976) menemukan
bahwa Dewan dengan jumlah yang lebih besar dapat meningkatkan peran
pengawasan dengan anggota yang lebih berkualitas dan berpengalaman. Menurut
Peraturan Bank Indonesia Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate
Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, keanggotaan DPS
minimal 2 (dua) orang. Jumlah anggota DPS di Lembaga Keuangan Islam akan
mengarah pada kepatuhan syariah yang lebih baik (Garas, 2012). Hal ini
dikarenakan dengan adanya pengetahuan dan pengalaman kolektif DPS diharapkan

dapat mengarah pada pengungkapan Islamic Social Reporting yang lebih luas (El-
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Halaby dan Hussainey, 2016). Selain itu, jumlah anggota DPS yang lebih besar
dapat mengurangi ketidakpastian dan kurangnya informasi (Binbaum, 1984). DPS
dalam melaksanakan pengawasan lembaga keuangan syariah berdasarkan fatwa
yang diberikan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) (Rama, 2015). DSN bekerja
sama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam proses

pengangkatan keanggotaan DPS.

b. Proporsi Wanita Dewan Pengawas Syariah dan Proporsi Wanita

Dewan Direksi

Keragaman gender adalah bagian dari konsep keragaman Dewan yang lebih
luas. Ini mengacu pada keberadaan wanita pada jajaran Dewan di perusahaan

(Carter et al., 2003).

Secara khusus, keragaman gender dapat berdampak besar pada kemampuan
perusahaan untuk secara efektif mengelola hubungan pemangku kepentingan dan
meningkatkan tanggung jawab perusahaan (Ben Barka dan Dardour, 2015 dan
Terjesen et al., 2009). Dampak ini sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa
Dewan wanita menunjukkan kepekaan yang lebih terhadap kepentingan orang lain
dan mencoba memahami berbagai perspektif pemangku kepentingan (Byron dan
Post, 2016). Wanita didorong oleh norma-norma sosial untuk mendukung perilaku
komunal, seperti membantu, sensitif secara interpersonal, memelihara dan peduli

tentang kesejahteraan orang lain (Eagly, 1987; Eagly dan Carli, 2003).

Keragaman gender pada jajaran Dewan dapat berarti bahwa Dewan dapat

menjalankan fungsi kontrolnya secara lebih efisien, yang mengarah pada
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pengurangan biaya agensi yang terkait dengan konflik antara pemilik dan
manajemen, dengan konsekuensi peningkatan kinerja bisnis (Carter et al., 2003;
Hillman dan Daiziel, 2003). Faktanya, Dewan dengan lebih banyak perempuan
memiliki dampak yang berbeda pada kinerja perusahaan, dan satu-satunya peran
perempuan dalam jajaran Dewan seringkali tercermin dalam gaya kepemimpinan
demokratis dan partisipatif mereka (Eagly dan Johnson, 1990) dan kepekaan
mereka yang lebih besar (Bradshaw dan Wicks, 2000). Kemampuan ini,
dikombinasikan dengan kepedulian yang diambil perempuan, dan pertimbangan
mereka untuk kebutuhan orang lain dapat mengarah pada partisipasi aktif
perempuan dalam isu-isu strategis yang memengaruhi perusahaan dan pemangku
kepentingannya. Oleh karena itu, perempuan dapat berkontribusi secara substansial

pada fungsi kontrol Dewan pada isu-isu strategis.

Sejumlah penelitian dari berbagai disiplin ilmu menegaskan gagasan tentang
kecenderungan perempuan untuk mengambil orientasi komunal berdasarkan
ekspektasi peran gender. Penelitian psikologis menemukan bahwa perilaku
prososial wanita lebih komunal dan relasional, cocok dengan keyakinan peran
gender yang dibagikan secara luas (Eagly, 2009). Perspektif ethics of care
menegaskan bahwa laki-laki biasanya berorientasi pada keadilan terhadap konflik,
menekankan pada pentingnya hak, keadilan dan kewajiban dalam penyelesaian
konflik, sedangkan perempuan memiliki orientasi peduli yang menekankan pada
pentingnya hubungan manusia dan kesejahteraan dan kesejahteraan semua pihak
yang terlibat (Forte, 2004). Dengan demikian, wanita condong ke perhatian pada

kesejahteraan manusia, sementara pria mungkin membiarkan perhatian pada
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keuntungan dan prosedur yang tepat untuk mengesampingkan masalah manusia
(Bampton dan Maclagan, 2009 dan Craft, 2013). Literatur manajemen juga
menghubungkan perempuan dengan keterlibatan masyarakat. Misalnya, baik Wang
dan Coffey (1992) dan Williams (2003) menemukan bahwa rasio perempuan pada
jajaran Dewan terkait secara positif dengan filantropi perusahaan, khususnya terkait

dengan layanan masyarakat.

c. Latar Belakang Pendidikan Dewan Pengawas Syariah dan Latar

Belakang Pendidikan Dewan Direksi

Latar belakang pendidikan merupakan Kkarakteristik demografis dari
manajemen puncak yang memengaruhi perilaku manajerial dan kinerja perusahaan
(Hambrick dan Mason, 1984). Gelar pendidikan dianggap sebagai proxy untuk
basis pengetahuan atau kecerdasan, dan diharapkan bahwa Dewan dengan gelar
pendidikan yang lebih tinggi harus lebih siap untuk memproses informasi yang

kompleks, menanggapi perubahan dan berinovasi.

Menurut Mukhibad (2018), kompetensi yang harus dimiliki DPS tidak hanya
keahlian dalam hukum Islam. Anggota DPS harus memiliki wawasan dan
pengalaman di bidang perbankan syariah, keuangan umum, dan kompetensi di
bidang syariah muamalah, pernyataan ini dikonfirmasi oleh Farook et al., (2011)
dan Mukhibad (2018) bahwa DPS selain memahami masalah agama juga harus
memahami masalah hukum, ekonomi dan keuangan. Karena keberagaman
pendidikan yang dimiliki DPS akan memengaruhi kualitas pelaporan sosial pada

bank syariah. Dengan adanya DPS yang memiliki latar belakang pendidikan di
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bidang perbankan syariah, keuangan umum, dan kompetensi di bidang syariah
muamalah maka akan meningkatkan kepatuhan syariah. Selain itu, Peraturan Bank
Indonesia No. 6/17/PBI1/2004 juga menyatakan bahwa syarat menjadi anggota DPS

yaitu memiliki pengetahuan muamalah, perbankan atau keuangan.

Aktivitas dan produk perbankan yang halal dan haram akan sulit ditentukan jika
DPS hanya memahami hukum Islam, tanpa memiliki keahlian dalam aspek lain
seperti pembuatan produk, atau legalitas suatu produk syariah dalam hukum Islam
(Charles dan Chariri, 2012). Dalam praktiknya, perbankan syariah mengikuti
praktik akuntansi konvensional. Namun, perbankan syariah juga menerapkan
praktik berdasarkan fatwa DSN yang pelaksanaannya diawasi oleh DSN (Nuha,

2018).

Carpenter, (2002) berpendapat bahwa heterogenitas pendidikan paling
bermanfaat dalam lingkungan yang kompleks, karena perbedaan anggota Dewan
dapat memicu perdebatan tentang kesesuaian strategi perusahaan saat ini,
memungkinkan anggota Dewan untuk menghasilkan lebih banyak alternatif
strategis, dan secara kolektif menghasilkan evaluasi kelayakan yang lebih baik dari
setiap alternatif. Dalam Kusumastuti et al., (2007) dijelaskan bahwa anggota Dewan
Direksi harus memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis karena
anggota Dewan harus memiliki kemampuan dalam mengelola bisnis dan

kemampuan dalam mengambil keputusan kaitannya dengan bisnis.
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d. Usia Dewan Pengawas Syariah dan Usia Dewan Direksi

Usia Dewan merupakan proksi penting untuk proses pengambilan keputusan
anggota Dewan di tempat kerja (D’ Amato dan Gallo, 2009). Jika Dewan memiliki
kelompok usia yang sama, kepemimpinan dan gaya pengambilan keputusan Dewan
mungkin bias terhadap segmen usia tertentu. Ini karena anggota Dewan mungkin
memiliki informasi dan pengalaman yang serupa. Menunjuk anggota Dewan dari
kelompok usia yang berbeda akan membantu Dewan untuk mendapatkan informasi
dari direktur yang lebih memahami kebutuhan dan kepekaan pemangku

kepentingan dalam kelompok usia mereka.

Menurut Papalia et al., (2007), perkembangan orang dewasa terbagi menjadi
tiga bagian, yaitu dewasa muda dengan rentang usia 20 hingga 40 tahun. Dewasa
menengah berada pada rentang usia 40 hingga 65 tahun, dan usia dewasa akhir
berada pada usia lebih dari 65 tahun. Livson & Peskin (1981) berpendapat bahwa
individu yang berusia 34 hingga 50 tahun merupakan anggota kelompok usia yang
paling tenang dan sehat, paling bisa mengendalikan dirinya sendiri, dan paling
bertanggung jawab. Menariknya, Carter et al., (2003) Dewan yang lebih muda
tampak lebih terbuka terhadap pendekatan baru dibandingkan dengan Dewan lama

yang mungkin tertarik untuk mempertahankan status quo.

e. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah dan Frekuensi Rapat

Dewan Direksi

Rapat Dewan merupakan sarana yang disiapkan untuk membahas masalah-

masalah utama dan hal-hal di antara anggota Dewan untuk membuat keputusan
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penting tertentu guna kemajuan dan pertumbuhan organisasi. Ketekunan anggota
Dewan seringkali diukur dari frekuensi kehadiran rapat Dewan oleh masing-masing

anggota Dewan (Ghosh, 2007; Johl et al., 2015; Ilaboya dan Obaretin, 2015)

Anggota DPS di lembaga keuangan syariah memiliki minimal 1 (satu) kali
pertemuan dalam 1 (satu) bulan. Keberadaan DPS hampir sama dengan tujuan
komite audit untuk mengawasi lembaga keuangan syariah. Tingginya frekuensi
pertemuan yang dilakukan DPS akan berdampak pada pengungkapan CSR yang
lebih baik (Charles dan Chariri, 2012). Hal ini dikarenakan proses koordinasi dan
supervisi yang dilakukan DPS di lembaga keuangan syariah (Al-Tuwaijri et al.,

2004).

Hasan (2011) berpendapat bahwa banyaknya pertemuan antara Direksi dan
Dewan Pengawas Syariah memungkinkan kedua Dewan tersebut untuk tetap
berhubungan dan meningkatkan komunikasi antar anggota. Selain itu, Misman &
Bhatti (2020) mengungkapkan bahwa Dewan Pengawas Syariah memberikan
nasihat kepada Dewan Direksi tentang risiko kredit yang terkait dengan produk
sebelum memasarkannya. Merton (1977) juga menambahkan bahwa DPS harus
melarang direksi untuk terlibat dalam aktivitas dengan risiko yang lebih tinggi,
selama krisis keuangan. Kolaborasi antara Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

dapat mengurangi risiko syariah dan meningkatkan nilai bank syariah.

Menurut Liang et al., (2013), rapat Dewan yang sering dilakukan merupakan
sinyal Dewan yang proaktif. Semakin sering rapat, semakin tinggi pengawasan dari

manajemen puncak, semakin relevan peran penasehat, yang dapat meningkatkan



33

kinerja perusahaan. Selain itu, kompleksitas bisnis perbankan membutuhkan peran
pengurus yang lebih aktif. Sebagai alternatif, frekuensi rapat Dewan dapat
meningkat pada saat kesulitan keuangan atau pada saat pengambilan keputusan

yang kontroversial.

2.7 Pengembangan Hipotesis

a. Pengaruh jumlah DPS terhadap kepatuhan syariah

Marrakchi et al., (2001) menemukan bukti bahwa terdapat hubungan positif
antara jumlah Dewan dengan pengelolaan dan mekanisme pengawasan perusahaan.
Adanya jumlah Dewan yang lebih besar maka akan semakin baik pengelolaan dan
mekanisme pengawasan perusahaan. Oleh karena itu, semakin banyak anggota DPS
maka akan semakin baik pengawasan pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip

syariah, sehingga akan meningkatkan kepatuhan syariah.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif

jumlah DPS terhadap kepatuhan syariah.

H1: Ada pengaruh positif jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap

kepatuhan syariah pada Bank Syariah.

b. Pengaruh jumlah Direksi terhadap kepatuhan syariah

Menurut Garcia-Ramos dan Diaz (2020), dari teori agensi ditemukan hubungan
positif antara jumlah Dewan dengan nilai perusahaan. Dari sudut pandang teoritis,
menurut teori agensi, ketika pemegang saham tidak dapat secara efektif
mengendalikan manajer, Dewan harus memiliki jumlah yang relatif besar yang

utamanya memberikan peran pemantauan. Didukung oleh penelitian yang



34

dilakukan Huang et., al (2008), menunjukkan bahwa jumlah Dewan yang besar
dengan lebih banyak pengalaman bisnis, informasi, dan latar belakang pengetahuan
dapat memberikan pilihan dan pilihan yang lebih baik untuk menjalankan bisnis
dan memecahkan masalah perusahaan. Jadi, dengan adanya jumlah Direksi yang
lebih besar maka akan akan meningkatkan pemantauan bank dan akan

meningkatkan keputusan strategis, sehingga akan meningkatkan kepatuhan syariah.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif

ukuran Dewan Direksi terhadap kepatuhan syariah.

H2: Ada pengaruh positif jumlah Dewan Direksi terhadap kepatuhan syariah

pada Bank Syariah.

c. Pengaruh proporsi DPS wanita terhadap kepatuhan syariah

Byron dan Post, (2016) menemukan fakta bahwa Dewan wanita menunjukkan
kepekaan yang lebih terhadap kepentingan orang lain dan mencoba memahami
berbagai perspektif pemangku kepentingan. Wanita didorong oleh norma-norma
sosial untuk mendukung perilaku komunal, seperti membantu, sensitif secara
interpersonal, memelihara dan peduli tentang kesejahteraan orang lain (Eagly dan
Carli, 2003). Jadi, dengan adanya proporsi wanita pada jajaran DPS akan

meningkatkan kepatuhan syariah.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif

proporsi wanita DPS terhadap kepatuhan syariah.

H3: Terdapat pengaruh positif proporsi wanita Dewan Pengawas Syariah

terhadap Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah.
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d. Pengaruh proporsi wanita Direksi terhadap kepatuhan syariah

Francoeur et al., (2008) mengungkapkan bahwa dari perspektif teori keagenan,
perempuan sering kali membawa perspektif baru tentang isu-isu kompleks yang
dapat membantu mengoreksi bias informasional dalam perumusan strategi dan
pemecahan masalah. Didukung dengan penelitian Virtanen, (2012) yang
melaporkan bahwa anggota Dewan wanita lebih mungkin untuk mengambil peran

aktif pada jajaran Dewan dibandingkan dengan anggota Dewan pria.

Ada bukti lain bahwa pada jajaran Dewan di mana lebih banyak wanita
memiliki tingkat pengungkapan publik (Gul et al., 2011) dan pengawasan yang
lebih baik terhadap pelaporan manajemen yang meningkatkan kualitas laba (Srindhi
et al, 2011). Jadi dengan adanya proporsi Direksi wanita yang lebih banyak pada
jajaran Dewan akan membantu bank syariah dalam meningkatkan kepatuhan

syariah.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif

proporsi wanita Direksi terhadap kepatuhan syariah.

H4: Terdapat pengaruh positif proporsi wanita Dewan Direksi terhadap

Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah.

e. Pengaruh latar belakang pendidikan DPS terhadap kepatuhan syariah
Menurut (Mukhibad, 2018), kompetensi yang harus dimiliki DPS tidak hanya

keahlian dalam hal hukum Islam. Anggota DPS harus memiliki wawasan dan
pengalaman di bidang perbankan syariah, keuangan umum, dan kompetensi di

bidang syariah muamalah. Pernyataan ini dikonfirmasi oleh Farook et al., (2011)
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dan Mukhibad, (2018), bahwa DPS selain memahami masalah agama juga harus
memahami masalah hukum, ekonomi dan keuangan. Karena keberagaman
pendidikan yang dimiliki DPS akan memengaruhi kualitas pelaporan sosial pada
bank syariah. Dengan adanya DPS yang memiliki latar belakang pendidikan di
bidang muamalah, ekonomi atau perbankan maka akan meningkatkan kepatuhan

syariah.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif latar

belakang pendidikan DPS terhadap kepatuhan syariah.

H5: Ada pengaruh positif latar belakang pendidikan Dewan Pengawas

Syariah terhadap kepatuhan syariah pada Bank Syariah.

f. Pengaruh latar belakang pendidikan Direksi terhadap kepatuhan syariah

Carpenter, (2002) berpendapat bahwa heterogenitas pendidikan paling
bermanfaat dalam lingkungan yang kompleks, karena perbedaan anggota tim dapat
memicu perdebatan tentang kesesuaian strategi perusahaan saat ini, memungkinkan
tim untuk menghasilkan lebih banyak alternatif strategis, dan secara kolektif
menghasilkan evaluasi kelayakan yang lebih baik dari setiap alternatif. Dalam
Kusumastuti et al., (2007) dijelaskan bahwa anggota Dewan harus memiliki latar
belakang pendidikan ekonomi dan bisnis karena anggota Dewan harus memiliki
kemampuan dalam mengelola bisnis dan kemampuan dalam mengambil keputusan
kaitannya dengan bisnis. Jadi, dengan adanya Dewan Direksi dengan latar belakang
pendidikan yang berbeda, seperti Dewan Direksi yang berlatar belakang pendidikan

ekonomi, bisnis atau keuangan dapat meningkatkan kepatuhan syariah
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Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif latar

belakang pendidikan Direksi terhadap kepatuhan syariah.

H6: Ada pengaruh latar belakang pendidikan Dewan Direksi terhadap

kepatuhan syariah pada Bank Syariah.

g. Pengaruh usia Dewan Pengawas Syariah terhadap kepatuhan syariah

Wiersema dan Bantel (1992) mengatakan bahwa anggota Dewan yang lebih
muda lebih cenderung mengambil risiko pada perubahan strategis dan
mengharapkan pertumbuhan tinggi dalam kinerja perusahaan (Wiersema dan
Bantel, 1992). Didukung dengan penelitian (Cheng et al., 2010) bahwa Dewan yang
lebih muda cenderung memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk memproses
ide-ide baru dan kemauan yang lebih rendah untuk menerima status quo. Jadi,
anggota DPS lebih tertantang untuk meningkatkan nilai bank dan memiliki
kemampuan untuk memproses ide baru, sehingga akan membantu bank syariah

untuk meningkatkan kepatuhan syariah.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif usia

DPS terhadap kepatuhan syariah.

H7: Ada pengaruh positif usia Dewan Pengawas Syariah terhadap Kepatuhan

Syariah pada Bank Syariah.

h. Pengaruh usia Direksi terhadap kepatuhan syariah

(Roitto, 2013) mengatakan bahwa anggota Dewan dengan usia yang lebih

muda cenderung untuk lebih terbuka dengan gagasan/ide baru dan mampu
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menyesuaikan dengan perubahan zaman. Anggota dewan yang lebih muda akan
cenderung mendorong manajemen untuk melakukan pengungkapan sukarela,
sementara anggota dewan yang lebih tua akan fokus pada pengungkapan yang
diwajibkan saja. Jadi, Direksi dengan usia yang lebih muda akan mampu mampu

membantu bank syariah dalam meningkatkan kepatuhan syariah.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif usia

Dewan Direksi terhadap kepatuhan syariah

H8: Ada pengaruh usia Dewan Direksi terhadap Kepatuhan Syariah pada

Bank Syariah.

I. Pengaruh frekuensi rapat DPS terhadap kepatuhan syariah

Ntim et al., (2017) mengatakan bahwa rapat Dewan yang teratur dan sering
dilakukan menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi Dewan. Dengan demikian,
pada perbankan syariah, semakin tinggi frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah
maka semakin meningkat pula pengawasan terhadap seluruh transaksi yang pada
akhirnya akan nilai bank syariah. Jadi, adanya rapat DPS yang sering dilakukan
maka juga akan meningkatkan pengawasan, sehingga akan meningkatkan

kepatuhan syariah.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif

frekuensi rapat DPS terhadap kepatuhan syariah.

H9: Ada pengaruh positif frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap

kepatuhan syariah pada Bank Syariah
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J.  Pengaruh frekuensi rapat Direksi terhadap kepatuhan syariah

Menurut Liang et al., (2013), rapat Dewan yang sering dilakukan merupakan
sinyal Dewan yang proaktif. Semakin sering rapat, semakin tinggi pengawasan dari
manajemen puncak, semakin relevan peran penasehat, yang dapat meningkatkan
kinerja perusahaan. Selain itu, kompleksitas bisnis perbankan membutuhkan peran
pengurus yang lebih aktif. Sebagai alternatif, frekuensi rapat dewan dapat
meningkat pada saat kesulitan keuangan atau pada saat pengambilan keputusan

yang kontroversial.

Brick dan Chidambaran (2010) menemukan hubungan positif antara rapat
Dewan dan nilai perusahaan, dan menekankan konsep bahwa peningkatan frekuensi
rapat menunjukkan peningkatan tingkat pemantauan. Jadi, dengan adanya rapat
Direksi yang sering dilakukan maka akan membantu bank syariah dalam

meningkatkan kepatuhan syariah.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif

frekuensi rapat Direksi terhadap kepatuhan syariah.

H10: Ada pengaruh jumlah rapat Dewan Direksi terhadap kepatuhan syariah

pada Bank Syariah.
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BAB IlI
METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek
Indonesia dan website resmi masing-masing bank. Populasi yang digunakan adalah bank
syariah di Indonesia, baik Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS),
sedangkan sampel yang digunakan adalah 30 bank syariah yang terdiri dari 14 Bank Umum
Syariah (BUS) dan 16 Unit Usaha Syariah (UUS). Pemilihan sampel dilakukan dengan
teknik purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun
kriteria yang dimaksud adalah Bank Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah
(UUS) yang menerbitkan annual report selama tahun 2015-2019. Berikut adalah daftar
sampel beserta total asset dan bank buku tahun 2019. Total asset dan bank buku hanya

digunakan untuk mendeskripsikan sampel yang digunakan.

Tabel 3.1
Daftar Nama Bank yang Digunakan untuk Sampel
No. | Bank Umum Syariah Total Asset Tahun | Bank Buku
2019
1. | PT. Bank Mualamat Indonesia 50.556.000 2
2. | PT.Bank Syariah Mandiri 112.291.867 3
3. | PT. Bank Mega Syariah 8.007.676 1
4. | PT. Bank BRI Syariah 43.123.488 2
5. | PT. Bank Syariah Bukopin 6.739.724 3
6. | PT.Bank BNI Syariah 49.980.240 2
7. | PT. Bank Jabar Banten Syariah | 7.723.201 1
8. | PT. BCA Syariah 8.634.400 1
9. | PT. Bank Victoria Syariah 2.262.451 2
10. | PT. Bank Panin Syariah 11.135.825 3
11. | PT. Bank Tabungan Pensiunan | 15.383.038 3
Nasional Syariah
12. | PT. MayBank Syariah Indonesia | 32.620.819 3
13. | PT. Bank Aceh Syariah 25.121.063 2
14. | PT BPD Nusa Tenggara Barat | 8.640.305 2
Syariah
Unit Usaha Syariah




15. | PT Bank Danamon Indonesia, | 5.101.252 3
Thk
16. | PT Bank Permata, Tbk 21.921.965 3
17. | PT Bank CIMB Niaga, Thk 42.492.745 4
18. | PT Bank Sinarmas 5.201.374 3
19. | PT Bank Tabungan Negara | 28.385.675 3
(Persero). Tbk.
20. | PT BPD DKI 6.190.261 3
21. | PT BPD Jawa Tengah 5.736.732 3
22. | PT BPD Jawa Timur, Thk 2.386.133 3
23. | PT BPD Sumatera Utara 3.105.622 2
24. | PT BPD Jambi 984.808 2
25. | PT BPD Sumatera Barat 1.734.969 2
26. | PT BPD Riau dan Kepulauan | 3.009.290 2
Riau
27. | PT BPD Kalimantan Selatan 1.747.711 2
28. | PT BPD Kalimantan Barat 1.778.628 2
29. | PD BPD Kalimantan Timur 2.115.229 2
30. | PT BPD Sulawesi Selatan dan | 1.383.124 2

Sulawesi Barat

Sumber: OJK tahun 2019
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3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel dependen berjumlah satu, sedangkan
variabel independen berjumlah 10. Adapun variabel dependen yang digunakan
adalah kepatuhan syariah, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah
jumlah DPS, jumlah Direksi, proporsi DPS wanita, proporsi Direksi wanita, latar
belakang pendidikan DPS, latar belakang pendidikan Direksi, usia DPS, usia
Direksi, frekuensi rapat DPS, dan frekuensi rapat Direksi. Berikut adalah penjelasan
masing-masing variabel dependen dan variabel independen yang digunakan dalam

penelitian ini beserta definisi operasional dan cara mengukurnya.

a. Variabel Dependen
1. Kepatuhan Syariah
Kepatuhan syariah adalah kepatuhan atau ketaatan bank syariah
terhadap prinsip-prinsip  syariah. Kepatuhan syariah  diukur
menggunakan Shari’ah Compliance Index yang terdiri dari 3 unsur
pengungkapan, antara lain pengungkapan Dewan Pengawas Syariah
yang diukur melalui 9 item, pengungkapan Dasar Informasi diukur
melalui 2 item, dan pengungkapan Laporan Keuangan diukur melalui
10 item. Item yang tersedia dalam laporan tahunan diberi nilai 1,
sedangkan item yang tidak tersedia pada laporan tahunan diberi nilai 0,
kemudian seluruh nilai item dijumlahkan. Berikut merupakan item yang
digunakan dalam pengukuran kepatuhan syariah.
a. Dewan Pengawas Syariah

1. Penunjukan prosedur pengangkatan DPS



8.

9.
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Penunjukan komposisi DPS

Penunjukan seleksi DPS

Penunjukan prosedur pemberhentian DPS
Penunjukan laporan DPS

Penunjukan aktivitas aktual yang dilakukan DPS
Penunjukan nama DPS

Penunjukan latar belakang Pendidikan DPS
Penunjukan pengalaman DPS

Dasar Informasi

Penunjukan visi dan misi (syariah)

Penunjukan kegiatan utama (syariah)

Laporan Keuagan

Penunjukan investasi Islam

Penunjukan investasi non-Islam

Penunjukan pendapatan Islam/syariah
Penunjukan pendapatan non-Islam/non-halal
Penunjukan sumber dan penggunaan dana zakat dan sedekah
Penunjukan sumber dan penggunaan dana gard
Penunjukan sumber pendapatan non-deposan
Penunjukan sumber pendapatan non-murabahah

Penunjukan penerapan nilai wajar

10. Penunjukan nilai tambah

¥ item Shari’ah Compliance Index
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b. Variabel Independen
1. Jumlah DPS
Jumlah DPS adalah total anggota DPS yang terdapat pada bank syariah.
Jumlah DPS diukur dengan menghitung total anggota DPS pada bank
syariah.
¥ anggota DPS
2. Jumlah Direksi
Jumlah Direksi adalah total anggota Direksi yang terdapat pada bank
syariah. Jumlah Direksi diukur dengan menghitung total anggota
Direksi pada bank syariah.
¥ anggota Direksi
3. Proporsi DPS wanita
Proporsi DPS wanita adalah persentase jumlah DPS wanita terhadap
keseluruhan DPS pada bank syariah. Proporsi DPS wanita diukur
dengan menghitung jumlah DPS wanita terhadap seluruh DPS pada
bank syariah.
% Wanita DPS
LR ST
4. Proporsi Direksi wanita.
Proporsi Direksi wanita adalah persentase jumlah Direksi wanita
terhadap keseluruhan Direksi pada bank syariah. Proporsi Direksi
wanita diukur dengan menghitung jumlah Direksi wanita terhadap

seluruh Direksi pada bank syariah.
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Y Wanita Direksi
Y Direksi

5. Latar belakang pendidikan DPS
Latar belakang pendidikan DPS adalah DPS yang berlatar belakang
pendidikan muamalah, ekonomi atau perbankan. Latar belakang
pendidikan DPS diukur dengan menghitung jumlah DPS yang memiliki
latar belakang pendidikan muamalah, ekonomi atau perbankan terhadap
seluruh DPS pada bank syariah.

X DPS berlatar
belakang pendidikan muamalah,

ekonomi atau perbankan
> DPS

6. Latar belakang pendidikan Direksi
Latar belakang pendidikan Direksi adalah Direksi yang berlatar

belakang pendidikan pendidikan ekonomi, bisnis atau keuangan. Latar
belakang pendidikan Direksi diukur dengan menghitung jumlah Direksi
yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi, bisnis atau keuangan
terhadap seluruh Direksi pada bank syariah. Diharapkan, dengan
semakin tingginya strata pendidikan Direksi serta latar belakang
pendidikan ekonomi, bisnis, atau keuangan maka akan semakin patuh
terhadap kepatuhan syariah.
¥ Dewan Direksi berlatar
belakang pendidikan ekonomi,

bisnis atau keuangan
YDewan Direksi
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Usia DPS

Usia DPS adalah usia dari masing-masing anggota DPS yang terdapat

pada bank syariah. Usia DPS diukur dengan menghitung DPS yang

berusia kurang dari 50 tahun terhadap seluruh DPS pada bank syariah.
2 DPS

usia >50 tahun
> DPS

Usia Direksi
Usia Direksi adalah usia dari masing-masing anggota Direksi yang
terdapat pada bank syariah. Usia Direksi diukur dengan menghitung
Direksi yang berusia kurang dari 50 tahun terhadap seluruh Direksi pada
bank syariah.

Y Direksi

usia >50 tahun
Y Direksi

Frekuensi rapat DPS
Frekuensi rapat DPS adalah pertemuan formal DPS dalam satu tahun.
Frekuensi rapat DPS diukur dengan menghitung jumlah rapat DPS
dalam satu tahun.

¥ Rapat DPS selama satu tahun
Frekuensi rapat Direksi
Frekuensi rapat Direksi adalah pertemuan formal Direksi dalam satu
tahun. Frekuensi rapat DPS diukur dengan menghitung jumlah rapat

Direksi dalam satu tahun.
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¥ Rapat Direksi selama satu tahun

3.3 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Instrumen pengumpulan
data yang digunakan melalui dokumentasi dari sumber data sekunder. Data yang
digunakan diambil dari Bursa Efek Indonesia dan website resmi dari masing-

masing Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Analisis Deskriptif

Sugiyono (2017) menyatakan bahwa statistik deskriptif adalah statistik yang
digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau
menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud
membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penjelasan lain
yaitu dari Ghozali (2018), yang menyatakan bahwa analisis deskriptif memberikan
gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar

deviasi, maksimum, dan minimum.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik
Sebelum dilakukan uji hipotesis, data yang telah diperoleh dalam penelitian ini
akan diuji terlebih dahulu yang bertujuan untuk memenuhi asumsi dasar, pengujian

tersebut antara lain:

3.4.2.1 Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2018). Uji
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normalitas bertujuan untuk menguji apakah sampel yang digunakan mempunyai
distribusi normal atau tidak. Dalam model regresi linear, asumsi ini ditunjukkan
oleh nilai error yang berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah model
regresi yang dimiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak
dilakukan pengujian secara statistik. Menurut Santoso (2012), dasar pengambilan

keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (Asymtotic Significance), yaitu:

1. Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah normal.
2. Jika probabilitas < 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah tidak

normal.

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
ditemukan ada atau tidaknya korelasi antara variabel bebas (independen). Model
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen
(Ghozali, 2013). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari
besaran Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Pedoman suatu model
regresi yang bebas multikolinearitas adalah mempunyai angka tolerance mendekati
1. Batas VIF adalah 10, jika nilai VIF di bawah 10, maka tidak terjadi gejala

multikolinearitas (Gujarati dan Porter, 2012).

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model terjadi
ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut
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homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Uji
heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan metode uji park. Uji park
menunjukkan bahwa variance (s?) merupakan fungsi dari variabel-variabel
independen. Kriteria yang berlaku adalah jika nilai signifikan uji-t > 0,05, maka
artinya varian residual sama (homoskedastisitas) atau tidak terjadi

heteroskedastisitas.

3.4.2.4 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2016), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah
dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode
t-1 (sebelumnya). Salah satu metode untuk menguji autokorelasi ini adalah metode
Durbin-Watson. Pengambilan keputusan pada pengujian Durbin-Watson adalah

sebagai berikut :

1. Angka DW di bawah -2, berarti ada autokorelasi positif.
Angka DW di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi

2. Angka DW di atas +2, berarti ada autokorelasi negatif.

3.4.3 Uji Hipotesis

3.4.3.1 Analisis Linear Regresi Berganda

Menurut Ghozali (2013), analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan
hubungan antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara
variabel dependen dengan variabel independen. Hasil analisis regresi adalah berupa
koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh

menggunakan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan.
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KS=a + 1 JDPS + > IDireksi + /3 PDPSW + 4 PDireksiW + s LBPDPS + fs
LBPDireksi + 7 UDPS + g UDireksi + 9 FRDPS + 10 FRDireksi + £

Di mana:

Y : Kepatuhan syariah

a : Konstanta dari persamaan regresi
B1,2,3 45010 : Konstanta dari variabel dependen
JDPS : Jumlah DPS

JDireksi : Jumlah Direksi

PDPSW : Proporsi DPS wanita

PDireksiW : Proporsi Direksi wanita

LBPDPS . Latar belakang pendidikan DPS
LBPDireksi : Latar belakang pendidikan Direksi
UDPS : Usia DPS

UDireksi : Usia Direksi

FRDPS : Frekuensi rapat DPS

FRDireksi : Frekuensi rapat Direksi

£ - Variabel residual atau prediction error

3.4.3.2 Analisis Koefisien Determinasi (R?)

Menurut Ghozali (2013), koefisien determinasi (R?) pada intinya mengukur
seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.
Nilai R? yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam
menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu
berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.
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3.4.3.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas
(independen) yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara
bersama-sama terhadap variabel terikat (dependen) (Achmad, 2001). Uji
signifikansi simultan pada pada penelitian ini menggunakan statistik F dengan nilai

signifikansi sebesar 5%.

3.4.3.4 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T)

Menurut Ghozali (2013), uji statistik T pada dasarnya digunakan untuk
menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara
individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Jika nilai signifikan

kurang dari derajat kepercayaan 1%, 5% atau 10%, maka Ho ditolak.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dapat memberikan gambaran atau deskripsi dari suatu data
yang dilihat dari mean (nilai rata-rata), standar deviasi, varian, maksimum,
minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (Ghozali, 2011). Gambaran umum
pada penelitian ini terdiri dari nilai maksimum, minimum, mean, dan standar

deviasi.
4.1.1 Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Syariah

Variabel kepatuhan syariah terdiri dari tiga indikator, yaitu Dewan Pengawas
Syariah, dasar informasi, dan laporan keuangan. Berikut adalah statistik deskriptif

variabel kepatuhan syariah.

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Syariah
Descriptive Statistics

N Min Max Mean Std.
Deviation

DPS 150 | 2 9 6,50 1,180
Dasar Informasi | 150 | O 2 0,99 0,737
Laporan 150 | 4 10 7,78 1,630
Keuangan
Pr Valid N 150
(listwise)

Sumber: data yang diolah (2021)
1. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS versi 25 pada tabel 4.2,

indikator DPS dalam variabel kepatuhan syariah memiliki nilai minimum 2

dan nilai maksimum 9. Nilai rata-rata dari indikator DPS sebesar 6,50 yang



54

berarti bahwa indikator Dewan Pengawas Syariah yang diungkapkan oleh
bank syariah di Indonesia pada laporan tahunan sudah cukup lengkap. Nilai
standar deviasi indikator DPS sebesar 1,180, karena nilai standar deviasi
menunjukkan lebih rendah dari nilai rata-rata maka simpangan data dari
indikator DPS relatif rendah.

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS versi 25 pada tabel 4.2,
indikator dasar informasi dalam variabel kepatuhan syariah memiliki nilai
minimum sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 2. Nilai rata-rata dari
indikator dasar informasi sebesar 0,99 yang berarti bahwa indikator
informasi dasar yang diungkapkan oleh bank syariah di Indonesia pada
laporan tahunan masih kurang lengkap. Nilai standar deviasi indikator dasar
informasi sebesar 0,737, karena nilai standar deviasi menunjukkan lebih
rendah dari nilai rata-rata maka simpangan data dari indikator dasar
informasi relatif rendah.

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS versi 25 pada tabel 4.2,
indikator laporan keuangan dalam variabel kepatuhan syariah memiliki nilai
minimum sebesar 4 dan nilai maksimum sebesar 10. Nilai rata-rata dari
indikator laporan keuangan sebesar 7,78 yang berarti bahwa indikator
laporan keuangan yang diungkapkan oleh bank syariah di Indonesia pada
laporan tahunan sudah cukup lengkap. Nilai standar deviasi indikator
laporan keuangan sebesar 1,630, karena nilai standar deviasi menunjukkan
lebih rendah dari nilai rata-rata maka simpangan data dari indikator laporan

keuangan relatif rendah.
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4.1.2 Statistik Deskriptif VVariabel Dependen dan Independen

Penelitian ini menggunakan variabel dependen kepatuhan syariah, sedangkan
variabel independen yang digunakan, yaitu jumlah DPS, jumlah Direksi, proporsi
DPS wanita, proporsi Direksi wanita, latar belakang pendidikan DPS, latar
belakang pendidikan Direksi, usia DPS, usia Direksi, frekuensi rapat DPS, dan

frekuensi rapat Direksi.

Berikut adalah statistik deskriptif variabel dependen dan independen.

Tabel. 4.2
Statistik Deskriptif Variabel Dependen dan Independen
Descriptive Statistics

N [ Min Max Mean Std.
Deviation

Kepatuhan Syariah 150 | 8 21 15,27 2,812
Jumlah DPS 150 | 1 3 2,37 0,497
Jumlah Direksi 150 | 2 11 5,12 1,942
Proporsi DPS wanita | 150 | 0,00 0,50 0,0244 0,10454
Proporsi Direksi 150 | 0,00 0,67 0,1529 0,18765
wanita
Latar belakang 150 | 0,33 1,00 0,9245 0,17645
pendidikan DPS
Latar belakang 150 | 0,20 1,00 0,8038 0,21897
pendidikan Direksi
Usia DPS 150 | 0,00 1,00 0,2542 0,27650
Usia Direksi 150 | 0,00 0,80 0,2248 0,22471
Frekuensi rapat DPS | 150 | O 36 12,49 6,922
Frekuensi rapat 150 | 0 167 31,31 20,693
Direksi
Valid N (listwise) 150

Sumber: Data yang diolah (2021)

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS versi 25 pada tabel 4.3,
dapat diketahui deskripsi dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:
1. Variabel kepatuhan syariah memiliki nilai minimum sebesar 8 dan nilai

maksimum sebesar 21 yang berarti bahwa pada bank syariah di Indonesia
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memiliki tingkat kepatuhan syariah terendah yaitu sebesar 8 dan tingkat
kepatuhan syariah tertinggi sebesar 21. Nilai rata-rata dari variabel kepatuhan
syariah sebesar 15,27, artinya tingkat kepatuhan syariah pada Bank Umum
Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia memiliki rata-rata sebesar 15,27.
Nilai standar deviasi variabel kepatuhan syariah sebesar 2,812. Nilai standar
deviasi lebih rendah dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa tingkat simpangan
data yang relatif rendah.

Variabel jumlah DPS memiliki nilai minimum sebesar 1 dan nilai maksimum
sebesar 3 yang berarti bahwa pada bank syariah di Indonesia memiliki jumlah
DPS terendah 1 dan tertinggi 3. Nilai rata-rata dari variabel jumlah DPS sebesar
2,37, artinya jumlah DPS pada bank syariah di Indonesia memiliki rata-rata
sebesar 2,37 orang, jika dibulatkan menjadi 2 orang. Nilai standar deviasi
variabel jumlah DPS sebesar 0,497. Nilai standar deviasi lebih rendah dari
nilai rata-rata menunjukkan bahwa tingkat simpangan data yang relatif rendah.
Variabel jumlah Direksi memiliki nilai minimum sebesar 2 dan nilai
maksimum sebesar 11 yang berarti bahwa pada bank syariah di Indonesia
memiliki jumlah Direksi terendah 2 dan tertinggi 11. Nilai rata-rata dari
variabel jumlah Direksi sebesar 5,12, artinya jumlah Direksi pada bank syariah
di Indonesia memiliki rata-rata sebesar 5,12 orang, jika dibulatkan menjadi 5
orang. Nilai standar deviasi variabel jumlah Direksi sebesar 1,942. Nilai
standar deviasi lebih rendah dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa tingkat

simpangan data yang relatif rendah.
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Variabel proporsi DPS wanita memiliki nilai minimum sebesar O dan nilai
maksimum sebesar 0,50 yang berarti bahwa pada bank syariah di Indonesia
memiliki proporsi DPS wanita terendah 0 dan tertinggi 50% dari keseluruhan
anggota DPS. Nilai rata-rata variabel proporsi DPS wanita sebesar 0,0244,
artinya proporsi DPS wanita pada bank syariah di Indonesia memiliki rata-rata
sebesar 2,44% dari keseluruhan anggota DPS. Nilai standar deviasi variabel
proporsi DPS wanita sebesar 0,10454. Nilai standar deviasi lebih tinggi dari
nilai rata-rata menunjukkan bahwa tingkat simpangan data yang relatif tinggi.
Variabel proporsi Direksi wanita memiliki nilai minimum sebesar 0 dan nilai
maksimum sebesar 0,67 yang berarti bahwa pada bank syariah di Indonesia
memiliki proporsi Direksi wanita terendah O dan tertinggi 67% dari
keseluruhan anggota Direksi. Nilai rata-rata dari variabel proporsi Direksi
wanita sebesar 0,1529, artinya proporsi Direksi wanita pada bank syariah di
Indonesia memiliki rata-rata sebesar 15,29% dari keseluruhan anggota Direksi.
Nilai standar deviasi variabel proporsi Direksi wanita sebesar 0,18765. Nilai
standar deviasi lebih tinggi dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa tingkat
simpangan data yang relatif tinggi.

Variabel latar belakang pendidikan DPS memiliki nilai minimum sebesar 0,33
dan nilai maksimum sebesar 1 yang berarti bahwa pada bank syariah di
Indonesia anggota DPS yang memiliki latar belakang pendidikan mualamah,
ekonomi atau perbankan terendah sebesar 33% dan tertinggi 100%. Nilai rata-
rata dari variabel latar belakang pendidikan DPS sebesar 0,9245, artinya DPS

yang memiliki latar belakang pendidikan mualamah, ekonomi atau perbankan
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pada bank syariah di Indonesia memiliki rata-rata sebesar 92,45% dari
keseluruhan anggota DPS. Nilai standar deviasi variabel latar belakang
pendidikan DPS sebesar 0,17645. Nilai standar deviasi lebih rendah dari nilai
rata-rata menunjukkan bahwa tingkat simpangan data yang relatif rendah.

Variabel latar belakang pendidikan Direksi memiliki nilai minimum sebesar
0,20 dan nilai maksimum sebesar 1 yang berarti bahwa pada bank syariah di
Indonesia anggota Direksi yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi,
bisnis atau keuangan terendah 20% dan tertinggi 100% dari keseluruhan
anggota Direksi. Nilai rata-rata dari variabel latar belakang direksi sebesar
0,8038, artinya Direksi yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi,
bisnis atau keuangan pada bank syariah di Indonesia memiliki rata-rata sebesar
80,38% dari keseluruhan anggota Direksi. Nilai standar deviasi variabel latar
belakang pendidikan Direksi sebesar 0,21897. Nilai standar lebih rendah dari
nilai rata-rata menunjukkan bahwa tingkat simpangan data yang relatif rendah.
Variabel usia DPS memiliki nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum
sebesar 1 yang berarti bahwa pada bank syariah di Indonesia anggota DPS yang
memiliki usia kurang dari 50 tahun terendah O dan tertinggi 100%. Nilai rata-
rata variabel usia sebesar 0,2542, artinya DPS yang memiliki usia kurang dari
50 tahun pada bank syariah di Indonesia memiliki rata-rata sebesar 25,42% dari
keseluruhan anggota DPS. Nilai standar deviasi variabel usia DPS sebesar
0,27650. Nilai standar deviasi lebih tinggi dari nilai rata-rata menunjukkan

bahwa tingkat simpangan data yang relatif tinggi.
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Variabel usia Direksi memiliki nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum
sebesar 0,80 yang berarti bahwa pada bank syariah di Indonesia anggota
Direksi yang memiliki usia kurang dari 50 tahun terendah sebesar O dan
tertinggi 80%. Nilai rata-rata dari variabel usia Direksi sebesar 0,2248, artinya
Direksi yang memiliki usia kurang dari 50 tahun pada bank syariah di
Indonesia memiliki rata-rata sebesar 22,48% dari keseluruhan anggota Direksi.
Nilai standar deviasi variabel usia Direksi sebesar 0,22471 yang berarti bahwa
tingkat simpangan datanya relatif rendah.

Variabel frekuensi rapat DPS memiliki nilai minimum sebesar 0 dan nilai
maksimum sebesar 36 yang berarti bahwa pada bank syariah di Indonesia
memiliki frekuensi rapat DPS terendah O dan tertinggi 36. Nilai rata-rata
variabel frekuensi rapat DPS sebesar 12,49, artinya frekuensi rapat DPS pada
bank syariah di Indonesia memiliki rata-rata sebesar 12,49, jika dibulatkan
menjadi 12 kali rapat. Nilai standar deviasi variabel jumlah rapat DPS sebesar
6,922. Nilai standar deviasi lebih rendah dari nilai rata-rata menunjukkan
bahwa tingkat simpangan data yang relatif rendah.

Variabel frekuensi rapat Direksi memiliki nilai minimum sebesar 0 dan nilai
maksimum sebesar 167 yang berarti bahwa pada bank syariah di Indonesia
memiliki frekuensi rapat Direksi terendah 0 dan tertinggi 167. Nilai rata-rata
variabel frekuensi rapat Direksi sebesar 31,31, artinya frekuensi rapat Direksi
pada bank syariah di Indonesia memiliki rata-rata sebesar 31,31, jika

dibulatkan menjadi 31 kali rapat. Nilai standar deviasi variabel jumlah rapat
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Direksi sebesar 20,693. Nilai standar deviasi lebih rendah dari nilai rata-rata

menunjukkan bahwa tingkat simpangan data yang relatif rendah.
4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik
4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan guna untuk mengetahui apakah pada variabel
dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak. Model
regresi dapat dikatakan jika normal nilai dari Asymp.Sig (2-tailed)-nya
menunjukkan angka >5% atau 0,05, sedangkan dikatakan tidak normal jika nilai
dari Asymp.Sig (2-tailed)-nya menunjukkan angka <5% atau 0,05.

Tabel 4.3

Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Untandarized
Residual
N 150
Normal Parameters®? Mean 0,0000000
Std. Deviation 2,56237009
Most Extreme Absolute 0,056
Differences Positive 0,046
Negative -0,056
Test Statistic 0,056
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,200°

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.
Sumber: Data yang diolah (2021)

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS versi 25 pada tabel 4.4,
ditunjukkan bahwa data terdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai

Asymp.Sig (2-tailed)-nya sebesar 0,200 atau lebih besar dari 0,05.
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4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi
ditemukan ada atau tidaknya korelasi antara variabel bebas, dapat dikatakan tidak
terjadi multikolinearitas jika nilai tolerance >0,1 dan nilai VIF < 10,00, sedangkan
dapat dikatakan terjadi multikolinearitas jika nilai tolerance <0,1 dan nilai VIF >
10,00.

Tabel 4.4

Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients?

Model Collinearity Statistics
Tolerance | VIF

(Constant)

Jumlah DPS 0,835 1,198

Jumlah Direksi 0,749 1,335

Proporsi DPS wanita | 0,946 1,058

Proporsi Direksi 0,811 1,232

wanita Direksi

Latar belakang 0,828 1,208

pendidikan DPS

Latar belakang 0,951 1,051

pendidikan Direksi

Usia DPS 0,880 1,137

Usia Direksi 0,850 1,177

Frekuensi rapat DPS | 0,935 1,069

Frekuensi rapat 0,923 1,083

Direksi

Dependent Variabel: Kepatuhan syariah
Sumber: Data yang diolah (2021)

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS versi 25 pada tabel 4.5
dapat ditunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas. Hal itu dapat dilihat

dari semua nilai tolerance >0,1 dan nilai VIF <10,00



62

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi
terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang
lainnya. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji park. jika
nilai signifikan uji-t > 0,05, maka artinya varian residual sama (homoskedastisitas)
atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.5

Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients?

Model Unstandardized Standardized t Sig.
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta

(Constant) 3,519 1,920 1,833 | 0,069
Kepatuhan syariah -0,046 0,071 -0,057 | -0,652 | 0,516
Jumlah DPS -0,475 0,402 -0,104 | -1,184 | 0,238
Jumlah Direksi -0,167 0,111 -0,142 | -1,513 | 0,133
Proporsi DPS -1,659 1,824 -0,076 | -0,909 | 0,365
wanita
Proporsi Direksi -2,753 1,091 -0,226 | -2,523 | 0,013
wanita
Latar belakang 0,446 1,137 0,034 | 0,392 | 0,695
pendidikan DPS
Latar belakang -0,668 0,862 -0,064 | -0,776 | 0,439
pendidikan
Direksi
Usia DPS -0,852 0,704 -0,103 | -1,210 | 0,229
Usia Direksi 0,945 0,882 0,093 | 1,071 0,286
Frekuensi rapat -0,003 0,028 -0,008 | -0,094 | 0,925
DPS
Frekuensi rapat 0,014 0,009 0,131 | 1,573 0,118
Direksi

Sumber: Data yang diolah (2021)

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS versi 25 pada tabel tabel
4.6, ditunjukkan bahwa koefisien parameter dari variabel kepatuhan syariah, jumlah
DPS, jumlah Direksi, proporsi DPS wanita, latar belakang pendidikan DPS, latar

belakang pendidikan Direksi, usia DPS, usia Direksi, frekuensi rapat DPS,
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frekuensi rapat Direksi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas yang ditunjukkan
dengan besar nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Akan tetapi, terdapat satu
variabel yang nilainya kurang dari 0,05 yaitu variabel proporsi Direksi wanita.
Sehingga, dapat diambil kesimpulan secara keseluruhan bahwa sampel yang

digunakan dalam penelitian tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4.2.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear
ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Salah
satu metode untuk menguji autokorelasi ini adalah metode. Pengambilan keputusan

pada pengujian Durbin-Watson adalah sebagai berikut :

1. Angka DW di bawah -2, berarti ada autokorelasi positif.
Angka DW di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi
2. Angka DW di atas +2, berarti ada autokorelasi negatif.
Tabel 4.6

Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary®

Model R R Square | Adjusted | Std. Error | Durbin-
R Square | of the Watson
Estimate
1 0,412% 0,169 0,110 2,653 0,640

a. Predictors: (Constant), Frekuensi rapat Direksi, Proporsi DPS wanita, Proporsi
Direksi wanita, Latar belakang pendidikan Direksi, Usia DPS, Jumlah DPS,
Frekuensi rapat DPS, Usia Direksi, Latar belakang pendidikan DPS, Jumlah
Direksi

b. Dependent Variabel: Kepatuhan Syariah

Sumber: Data yang diolah (2021)
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Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS versi 25 pada tabel 4.7,
dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi, yang ditunjukkan dengan
nilai Durbin-Watson 0,640 atau berada di antara -2 sampai +2.

4.3 Hasil Uji Hipotesis

4.3.1 Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R?)

Koefisien determinasi (R?) digunakan untuk mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien
determinasi adalah nol dan satu. Nilai R? yang kecil berarti kemampuan variabel-
variabel independen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-
variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variasi variabel dependen.

Tabel 4.7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R?)
Model Summary ®

Model R R Square | Adjusted R Std. Error of
Square the Estimate
1 0,412% 0,169 0,110 2,653

Sumber: Data yang diolah (2021)

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS versi 25 pada tabel 4.8,
dapat dilihat bahwa nilai adjusted R Square (R?) sebesar 0,110 atau 11%, artinya
variabel independen jumlah DPS, jumlah Direksi, proporsi DPS wanita, proporsi
Direksi wanita, latar belakang Pendidikan DPS, latar belakang pendidikan Direksi,
usia DPS, usia Direksi, frekuensi rapat DPS, dan frekuensi rapat Direksi dapat

menerangkan variabel dependen kepatuhan syariah sebesar 11%, sedangkan
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sisanya sebesar 89 % diterangkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam
model regresi pada penelitian ini.
4.3.2 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji Statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas
(independen) yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara
bersama-sama terhadap variabel terikat (dependen) (Kuncoro, 2001). Uji
signifikansi simultan pada penelitian ini menggunakan statistik F dengan nilai

signifikansi sebesar 5%.

Tabel 4.8
Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
ANOVA?
Model Sumof |df Mean F Sig.
Squares Square
1 Regression | 199,498 | 10 19,950 2,835 0,003°
Residual 978,295 | 139 7,038
Total 1177,793 | 149

a. Dependent Variabel: Kepatuhan syariah

b. Predictors: (Constant), Frekuensi rapat Direksi, Proporsi DPS wanita, Proporsi
Direksi wanita, Latar belakang pendidikan Direksi, Usia DPS, Jumlah DPS,
Frekuensi rapat DPS, Usia Direksi, Latar belakang pendidikan DPS, Jumlah
Direksi

Sumber: Data yang diolah (2021)

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS versi 25 pada tabel 4.9,
dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,003, karena nilai probabilitas
menunjukkan lebih kecil dari 5% atau 0,05, sehingga model regresi dapat
digunakan untuk memprediksi kepatuhan syariah atau dapat dikatakan bahwa
jumlah DPS, jumlah Direksi, proporsi DPS wanita, proporsi Direksi wanita, latar

belakang Pendidikan DPS, latar belakang pendidikan Direksi, usia DPS, usia
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Direksi, frekuensi rapat DPS, dan frekuensi rapat Direksi secara bersama-sama
berpengaruh terhadap kepatuhan syariah.
4.3.3 Hasil Uji Statistik Parameter Individual (Uji Statistik T)

Uji statistik parameter individual digunakan untuk menguji variabel
independen secara parsial terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan berada

pada derajat kepercayaan kurang dari derajat kepercayaan 1%, 5% atau 10% maka

Ho ditolak.
Tabel 4.9
Hasil Uji Statistik Parameter Individual (Uji Statistik T)
Model Unstandardized t Sig.
Coefficients Standardized
B Std. Coefficients
Error | Beta
1. (Constant) | 16,459 1,813 9,079 | 0,000
Jumlah DPS 0,150 0,478 0,027 0,314 | 0,754
Jumlah Direksi -0,305 0,129 -0,210 -2,355 | 0,020**
Proporsi DPS 4,639 2,138 0,173 2,170 | 0,032**
wanita
Proporsi Direksi 2,308 1,286 0,154 1,795 | 0,075***
wanita
Latar belakang -0,603 1,354 -0,038 -0,446 | 0,657
pendidikan DPS
Latar belakang -1,614 1,018 -0,126 -1,586 | 0,115
pendidikan
Direksi
Usia DPS 0,564 0,838 0,056 0,674 | 0,502
Usia Direksi -0,736 1,049 -0,059 -0,701 | 0,484
Frekuensi rapat 0,099 0,032 0,244 3,054 | 0,003*
DPS
Frekuensi rapat 0,006 0,011 0,044 0,553 | 0,581
Direksi
Sumber: Data yang diolah (2021)
Keterangan:

*Signifikan pada 1%
**Signifikan pada 5%
***Signifikan pada 10%
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a. Pengaruh Jumlah DPS terhadap Kepatuhan Syariah

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS versi 25 pada tabel tabel
4.10, nilai signifikansi variabel jumlah DPS sebesar 0,754. Jadi, dapat diambil
kesimpulan bahwa variabel jumlah DPS tidak berpengaruh terhadap variabel

kepatuhan syariah, sehingga H1 ditolak.

b. Pengaruh Jumlah Direksi terhadap Kepatuhan Syariah

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS versi 25 pada tabel 4.10,
nilai signifikansi variabel jumlah Direksi sebesar 0,020, yaitu signifikan pada 5%,
sedangkan nilai t -2,355. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel jumlah
Direksi berpengaruh negatif terhadap variabel kepatuhan syariah, sehingga H2

ditolak.

c. Pengaruh Proporsi Wanita DPS terhadap Kepatuhan Syariah

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS versi 25 pada tabel 4.10,
nilai signifikansi variabel proporsi DPS wanita sebesar 0,032, yaitu signifikan pada
5%., sedangkan nilai t 2,170. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel
independen proporsi DPS wanita berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah,

sehingga H3 diterima.
d. Pengaruh Proporsi Wanita Direksi terhadap Kepatuhan Syariah

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 4.10, nilai
signifikansi variabel proporsi Direksi wanita sebesar 0,075, yaitu signifikan pada

10%, sedangkan nilai t 1,795. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel



68

independen proporsi Direksi wanita memiliki pengaruh positif terhadap variabel

dependen kepatuhan syariah, sehingga H4 diterima.

e. Pengaruh Latar Belakang Pendidikan DPS terhadap Kepatuhan Syariah

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 4.10, nilai
signifikansi variabel latar belakang pendidikan DPS sebesar 0,657. Jadi, dapat
diambil kesimpulan bahwa variabel independen latar belakang pendidikan DPS

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah, sehingga H5 ditolak.

f. Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Direksi terhadap Kepatuhan

Syariah

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 4.10, nilai
signifikansi variabel latar belakang pendidikan Direksi sebesar 0,115. Jadi, dapat
diambil kesimpulan bahwa variabel latar belakang pendidikan Direksi tidak

berpengaruh terhadap kepatuhan syariah, sehingga H6 ditolak.

g. Pengaruh Usia DPS terhadap Kepatuhan Syariah

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 4.10, nilai
signifikansi variabel usia DPS sebesar 0,502. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa
variabel independen usia DPS tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah,

sehingga H7 ditolak.

h. Pengaruh Usia Direksi terhadap Kepatuhan Syariah

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 4.10, nilai

signifikansi variabel usia Direksi sebesar 0,484. Jadi, dapat ditarik kesimpulan
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bahwa variabel independen usia Direksi tidak berpengaruh terhadap variabel

kepatuhan syariah, sehingga H8 ditolak.

i. Pengaruh rapat DPS terhadap kepatuhan syariah

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 4.10, nilai
signifikansi variabel frekuensi rapat DPS sebesar 0,003, yaitu signifikan pada 1%,
sedangkan nilai t 3,054. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa variabel independen
frekuensi rapat DPS memiliki pengaruh positif terhadap variabel dependen

kepatuhan syariah, sehingga H9 diterima.

J. Pengaruh Frekuensi Rapat Direksi terhadap kepatuhan Syariah

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 4.10, nilai
signifikansi variabel frekuensi rapat Direksi sebesar 0,581. Jadi, dapat diambil
kesimpulan bahwa frekuensi rapat Direksi tidak berpengaruh terhadap variabel

kepatuhan syariah, sehingga H10 ditolak.

4.4 Pembahasan Hasil

4.4.1 Pengaruh Jumlah DPS terhadap Kepatuhan Syariah

Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa variabel jumlah DPS tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan syariah. Jumlah DPS tidak berpengaruh terhadap
kepatuhan syariah karena menurut Lipton & Lorcsh (1992) bahwa meskipun dalam
perusahaan memiliki jumlah Dewan yang lebih besar dapat meningkatkan
pengawas, tetapi jumlah Dewan yang terlalu besar dapat mengakibatkan biaya
tambahan yang berasal dari konflik, koordinasi, dan fleksibilitas dalam proses

pengambilan keputusan yang dapat menghambat efektivitas pemantauan Dewan
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dan menghasilkan nilai perusahaan yang lebih buruk, sehingga tidak meningkatkan

kepatuhan syariah.

Uni Emirat Arab, Bahrain, Arab Saudi, Suriah, Oman, Yordania, Palestina,
Nigeria, Libya dan Kuwait, menyatakan bahwa anggota DPS harus terdiri minimal
tiga anggota, sedangkan di beberapa yurisdiksi lain seperti Qatar, jumlah anggota
DPS harus terdiri dari tidak kurang dari dua anggota (Hasan, 2009; Safieddine,
2009; Grassa, 2015). Selain itu, di beberapa yurisdiksi, terdapat jumlah minimum
dan maksimum ulama pada jajaran Dewan, seperti di Yaman, jumlah DPS harus
antara tiga dan tujuh anggota, sedangkan di Irak harus antara tiga dan lima anggota,
di Indonesia sendiri jumlah DPS minimal dan maksimal lima DPS (Ayedh dan
Echchabi, 2015 dan Grassa, 2015). Artinya, tidak ada batasan pada jumlah DPS
(Rahman dan Bukair, 2013) dan tidak ada jumlah DPS optimal yang diadopsi oleh

bank syariah di seluruh yurisdiksi (Garas dan Pierce, 2010).

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian dari Marrakchi et al., (2001)
yang menemukan bukti bahwa terdapat hubungan positif antara jumlah Dewan
dengan pengelolaan dan mekanisme pengawasan perusahaan. Adanya jumlah
Dewan yang lebih besar maka akan semakin baik pengelolaan dan mekanisme

pengawasan perusahaan.

4.4.2 Pengaruh Jumlah Direksi terhadap Kepatuhan Syariah

Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa variabel jumlah Direksi
berpengaruh negatif terhadap kepatuhan syariah. Jumlah Direksi berpengaruh

negatif terhadap kepatuhan syariah karena anggota Direksi yang berukuran kecil
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akan lebih mudah dalam melakukan koordinasi, lebih kompak dan komunikatif,
selain itu, jJumlah Direksi yang berukuran kecil akan mengurangi kemalasan dan
tindakan numpang nama, sedangkan peningkatan jumlah Direksi cenderung
menimbulkan masalah dalam komunikasi dan koordinasi, dan dapat menimbulkan
faksi dan konflik (Bathula, 2008). Sehingga, semakin kecil jumlah Direksi pada
bank syariah maka akan meningkatkan kepatuhan syariah, sebaliknya semakin

besar jumlah Direksi maka akan menurunkan tingkat kepatuhan syariah.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Garcia-Ramos dan Diaz (2020)
yang menyatakan bahwa dari Teori Agensi ditemukan hubungan positif antara
jumlah Dewan dengan nilai perusahaan. Dari sudut pandang teoritis, menurut Teori
Agensi, ketika pemegang saham tidak dapat secara efektif mengendalikan manajer,
Dewan harus memiliki jumlah yang relatif besar yang utamanya memberikan peran
pemantauan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan
Huang et., al (2008) bahwa jumlah Dewan yang besar dengan lebih banyak
pengalaman bisnis, informasi, dan latar belakang pengetahuan dapat memberikan
pilihan dan pilihan yang lebih baik untuk menjalankan bisnis dan memecahkan

masalah perusahaan.
4.4.3 Pengaruh Proporsi DPS Wanita terhadap Kepatuhan Syariah

Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa variabel proporsi DPS
wanita berpengaruh terhadap kepatuhan syariah. Proporsi DPS wanita berpengaruh
terhadap kepatuhan syariah sesuai dengan penelitian Byron dan Post (2016) yang

menemukan fakta bahwa Dewan wanita menunjukkan kepekaan yang lebih
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terhadap kepentingan orang lain dan mencoba memahami berbagai perspektif
pemangku kepentingan. Selain itu, wanita didorong oleh norma-norma sosial untuk
mendukung perilaku komunal, seperti membantu, sensitif secara interpersonal,

memelihara dan peduli tentang kesejahteraan orang lain (Eagly dan Carli, 2003).

Terdapat alasan mengapa wanita harus ada pada jajaran Dewan seperti yang
dikemukakan oleh Stephenson (2004). Pertama, bukti penelitian menunjukkan
bahwa Dewan yang memiliki lebih banyak Dewan wanita lebih memperhatikan
audit serta pengawasan dan pengendalian risiko. Kedua, Dewan wanita akan
membantu perusahaan menarik dan mempertahankan karyawan wanita yang
berharga serta mempromosikan sikap positif di antara karyawan wanita. Ketiga,
Dewan perempuan tidak hanya fokus pada ukuran kinerja keuangan, tetapi juga
menekankan pada ukuran kinerja non-keuangan seperti inovasi dan tanggung jawab
sosial. Dengan adanya proporsi DPS wanita yang lebih besar maka akan

meningkatkan kepatuhan syariah pada bank syariah.

4.4.4 Pengaruh Proporsi Direksi Wanita terhadap Kepatuhan Syariah

Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa variabel proporsi Direksi
wanita berpengaruh terhadap kepatuhan syariah. Proporsi Direksi wanita memiliki
pengaruh terhadap kepatuhan syariah seperti yang dikemukakan oleh Ruigroket et
al., (2007) bahwa kehadiran wanita dalam jajaran Dewan pada perusahaan
memberikan perspektif yang lebih luas bagi pengambilan keputusan internal

perusahaan. Jadi, dengan adanya wanita pada jajaran Direksi maka dapat
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memberikan perspektif yang lebih luas kaitannya dengan pengambilan keputusan

internal bank syariah, sehingga akan meningkatkan kepatuhan syariah.

Selain itu Zalata et al., (2018) menyatakan bahwa seorang Dewan wanita secara
sistematis (misalnya, secara perilaku, kognitif, fisiologis dan psikologis) berbeda
dengan pria. Dengan demikian, perempuan dapat membawa keyakinan,
pengalaman, perspektif, nilai, dan etika kerja yang beragam/baru yang dapat
meningkatkan pengambilan keputusan dan efektivitas dewan. Atribut tersebut pada

akhirnya dapat meningkatkan struktur tata kelola dan hasil perusahaan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Francoeur et al.,
(2008) yang mengatakan bahwa dari perspektif teori keagenan perempuan sering
kali membawa perspektif baru tentang isu-isu kompleks yang dapat membantu

mengoreksi bias informasional dalam perumusan strategi dan pemecahan masalah.

Hasil penelitian ini juga mendukung bukti yang ditemukan oleh Gul et al.,
(2011) dan Srindhi et al., (2011). Di mana dalam jajaran Dewan dengan lebih
banyak wanita memiliki tingkat pengungkapan publik (Gul et al., 2011) dan
pengawasan yang lebih baik terhadap pelaporan manajemen yang meningkatkan

kualitas laba (Srindhi et al, 2011).

445 Pengaruh Latar Belakang Pendidikan DPS terhadap Kepatuhan

Syariah

Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa variabel latar belakang
pendidikan DPS tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah. Latar belakang

pendidikan DPS tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah karena menurut
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Meutia et al., (2019) bahwa latar belakang pendidikan anggota DPS bukan
merupakan variabel yang signifikan terhadap indeks pengungkapan perusahaan.
Hal ini terjadi karena tidak menutup kemungkinan untuk menjadi anggota DPS di
Indonesia diwajibkan mengikuti sertifikasi yang diselenggarakan olenh Dewan
Syariah Nasional. Sehingga, anggota DPS dengan latar belakang pendidikan
apapun dapat memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip syariah. Oleh
karena itu, dalam hal ini latar belakang pendidikan formal tidak berpengaruh

terhadap kepatuhan syariah..

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian dari Mukhibad (2018) yang
menyatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki DPS tidak hanya keahlian
dalam hal hukum Islam. Anggota DPS harus memiliki wawasan dan pengalaman
di bidang perbankan syariah, keuangan umum, dan di bidang syariah muamalah.
Hasil penelitian ini juga tidak mendukung pernyataan dari Farook et al., (2011) dan
Mukhibad (2018), bahwa DPS selain memahami masalah agama juga harus
memahami masalah hukum, ekonomi dan keuangan. Karena keberagaman
pendidikan yang dimiliki DPS akan memengaruhi kualitas pelaporan sosial pada

bank syariah.

4.5.6 Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Direksi terhadap Kepatuhan

Syariah

Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa variabel latar belakang
pendidikan Direksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah. Latar belakang

pendidikan Direksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah karena untuk
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menjalankan bisnis khususnya bank dibutuhkan kemampuan seseorang untuk
menghadapi orang lain dan kemampuan untuk mengendalikan dirinya sendiri atau
yang biasa disebut dengan soft skill, sedangkan pendidikan yang telah diterima
sewaktu sekolah/pendidikan merupakan sebuah hard skill. Seperti yang dinyatakan
dalam penelitian Sailah (2008), kesuksesan hanya membutuhkan sekitar 20% hard
skill dan 80% dengan soft skills seperti negosiasi, networking dan komunikasi.
Sehingga, ketika Direksi memiliki proporsi soft skill yang lebih tinggi daripada hard

skill akan membantu bank syariah dalam meningkatkan kepatuhan syariah.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Carpenter (2002) yang
menemukan bahwa keragaman pendidikan dari manajemen puncak berhubungan
positif dengan kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini juga tidak
mendukung pendapat Kusumastuti et al., (2007) bahwa anggota Dewan harus
memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis karena anggota Dewan
harus memiliki kemampuan dalam mengelola bisnis dan kemampuan dalam

mengambil keputusan kaitannya dengan bisnis.

4.5.7 Pengaruh Usia DPS terhadap Kepatuhan Syariah

Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa variabel usia DPS tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan syariah. Usia DPS tidak berpengaruh terhadap
kepatuhan syariah karena individu yang memiliki usia lebih muda cenderung dalam
mengambil keputusan kurang konsisten daripada individu yang lebih tua, seperti
yang diungkapkan dalam penelitian Hess et al., (2005) bahwa individu yang lebih

tua lebih cenderung untuk mengambil keputusan yang lebih konsisten daripada
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individu yang lebih muda. Selain itu, dibandingkan dengan individu yang lebih
muda, individu yang lebih tua pada umumnya menunjukkan loyalitas yang lebih

besar kepada perusahaan (Dessler, 1997).

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Wiersema dan Bantel (1992)
dan (Cheng et al., 2010). Wiersema dan Bantel (1992) mengatakan bahwa anggota
Dewan yang lebih muda lebih cenderung mengambil risiko pada perubahan
strategis dan mengharapkan pertumbuhan tinggi dalam kinerja perusahaan.
Sedangkan, Cheng et al., (2010) mengatakan bahwa Dewan yang lebih muda
cenderung memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk memproses ide-ide baru

dan kemauan yang lebih rendah untuk menerima status quo.

4.5.8 Pengaruh Usia Direksi terhadap Kepatuhan Syariah

Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa variabel usia Direksi tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan syariah. Usia Direksi tidak berpengaruh terhadap
kepatuhan syariah karena individu yang lebih muda kurang memiliki pengalaman
dan praktik daripada individu yang lebih tua, seperti yang diungkapkan Reed dan
Defillipi (1990) bahwa Dewan yang lebih tua dapat memberikan dampak yang
signifikan terhadap kinerja, karena mereka memiliki lebih banyak pengalaman dan
praktik yang terakumulasi dalam kompetensi berbasis keahlian dari pada Dewan

yang lebih muda.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Roitto, (2013) bahwa anggota
Dewan dengan usia yang lebih muda cenderung untuk lebih terbuka dengan

gagasan/ide baru dan mampu menyesuaikan dengan perubahan zaman. Anggota
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dewan yang lebih muda akan cenderung mendorong manajemen untuk melakukan
pengungkapan sukarela, sementara anggota dewan yang lebih tua akan fokus pada

pengungkapan yang diwajibkan saja.

4.5.9 Pengaruh Frekuensi Rapat DPS terhadap Kepatuhan Syariah

Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa variabel frekuensi rapat
DPS berpengaruh terhadap kepatuhan syariah. Frekuensi rapat DPS berpengaruh
terhadap kepatuhan syariah karena dengan adanya frekuensi rapat DPS yang lebih
besar maka akan lebih sering terjadi komunikasi dan koordinasi antar anggota DPS,
sehingga tata kelola perusahaan yang baik akan dicapai dan akan meningkatkan
kepatuhan syariah. Sesuai dengan penelitian Ntim et., al (2017) yang menyatakan
bahwa rapat Dewan yang teratur dan sering dilakukan menunjukkan tingkat
efektivitas dan efisiensi Dewan. Dengan demikian, pada perbankan syariah,
semakin tinggi frekuensi rapat dewan syariah maka semakin meningkat pula
pengawasan terhadap seluruh transaksi yang pada akhirnya akan meningkatkan

nilai dan tata kelola bank.

Selain itu, menurut standar tata kelola IFSB (Islamic Financial Services
Board), DPS harus bertemu secara teratur untuk melakukan pemantauan ketat atas
keputusan manajer. Garas (2012) juga mengklaim bahwa pertemuan rutin dapat

berkontribusi pada nilai bank syariah.

4.5.10 Pengaruh Frekuensi Rapat Direksi terhadap Kepatuhan Syariah

Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa variabel frekuensi rapat

Direksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah. Frekuensi rapat Direksi
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tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah karena semakin sering Dewan
Direksi melakukan rapat maka akan terjadi pengalihan waktu, dan mengarahkan
sumber daya ke hal-hal yang kurang produktif, seperti yang dikemukakan oleh
laboya dan Obaretin (2015) bahwa rapat yang sering dilakukan akan mengarah pada
pengalihan waktu, energi, dan sumber daya organisasi ke aktivitas yang kurang
produktif, sehingga dengan adanya rapat Direksi yang sering dilakukan tidak

berpengaruh pada peningkatan kepatuhan syariah.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Menurut Liang, et al., (2013)
yang menyatakan bahwa rapat Dewan yang sering dilakukan merupakan sinyal
Dewan yang proaktif. Semakin sering rapat, semakin tinggi pengawasan dari
manajemen puncak, semakin relevan peran penasehat, yang dapat meningkatkan

kinerja perusahaan.

Hasil penelitian ini juga tidak mendukung penelitian Brick dan Chidambaran
(2010) yang menemukan hubungan positif antara rapat dewan dan nilai perusahaan,
dan menekankan konsep bahwa peningkatan frekuensi rapat menunjukkan

peningkatan tingkat pemantauan.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran, karakteristik, dan
kinerja DPS dan Direksi. Ukuran Dewan dicerminkan melalui jumlah DPS dan
jumlah Direksi, karakteristik Dewan dicerminkan melalui proporsi DPS wanita,
proporsi Direksi wanita, latar belakang pendidikan DPS, latar belakang pendidikan
Direksi, usia DPS, dan usia Direksi, sedangkan kinerja Dewan dicerminkan melalui

frekuensi rapat DPS dan frekuensi rapat Direksi.

Dari hasil perhitungan dan analisis pada bab sebelumnya didapatkan beberapa

kesimpulan, antara lain:

1. Jumlah DPS tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan syariah pada bank
syariah di Indonesia tahun 2015-2019. Artinya, besar kecilnya jumlah DPS
pada bank syariah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah.

2. Jumlah Direksi memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan syariah pada
bank syariah di Indonesia tahun 2015-2019. Artinya, semakin kecil jumlah
Direksi pada bank syariah maka akan meningkatkan kepatuhan syariah,
sedangkan semakin besar jumlah Direksi pada bank syariah maka akan
menurunkan kepatuhan syariah.

3. Proporsi DPS wanita memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan syariah

pada bank syariah di Indonesia tahun 2015-2019. Artinya, semakin besar
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proporsi DPS wanita pada bank syariah maka akan meningkatkan kepatuhan
syariah.

. Proporsi Direksi wanita memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan
syariah pada bank syariah di Indonesia tahun 2015-2019. Artinya, semakin
besar proporsi Direksi wanita pada bank syariah maka akan meningkatkan
kepatuhan syariah.

Latar belakang pendidikan DPS tidak memiliki pengaruh terhadap
kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia tahun 2015-2019.
Artinya, besar kecilnya DPS yang memiliki latar belakang pendidikan
muamalah, ekomoni atau perbankan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan
syariah.

Latar belakang pendidikan Direksi tidak memiliki pengaruh terhadap
kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia tahun 2015-2019.
Artinya, besar kecilnya Direksi yang memiliki latar belakang pendidikan
ekonomi, bisnis atau keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan
syariah.

. Usia DPS tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan syariah pada bank
syariah di Indonesia tahun 2015-2019. Artinya, besar kecilnya anggota DPS
yang memiliki usia kurang dari 50 tahun tidak berpengaruh terhadap
kepatuhan syariah.

. Usia Direksi tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan syariah pada bank

syariah di Indonesia tahun 2015-2019. Artinya, besar kecilnya anggota
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Direksi yang memiliki usia kurang dari 50 tahun tidak berpengaruh terhadap
kepatuhan syariah.

9. Frekuensi rapat DPS memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan syariah
pada bank syariah di Indonesia tahun 2015-2019. Artinya, semakin besar
frekuensi rapat DPS pada bank syariah maka akan meningkatkan kepatuhan
syariah.

10. Frekuensi rapat Direksi tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan
syariah pada bank syariah di Indonesia tahun 2015-2019. Artinya, besar
kecilnya frekuensi rapat Direksi pada bank syariah tidak berpengaruh

terhadap kepatuhan syariah.
5.2 KETERBATASAN PENELITIAN

Berdasarkan pengalaman yang dialami oleh peneliti selama proses penelitian,
peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini tidak sempurna dan memiliki
keterbatasan yang mungkin akan memengaruhi hasil yang diharapkan.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Periode pengamatan dalam penelitian ini masih terlalu pendek, yaitu hanya
lima tahun.

2. Kepatuhan syariah tidak hanya diukur melalui variabel jumlah DPS, jumlah
Direksi, proporsi DPS wanita, proporsi Direksi wanita, latar belakang
pendidikan DPS, latar belakang pendidikan Direksi, usia DPS, usia Direksi,
frekuensi rapat DPS, dan frekuensi rapat Direksi, sehingga hanya mampu

menjelaskan 11% kepatuhan syariah, sedangkan 89% lainnya dijelaskan
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oleh variabel lain diluar penelitian ini, sehingga masih terdapat variabel lain
yang berpengaruh terhadap kepatuhan syariah, namun tidak dimasukkan

oleh peneliti dalam penelitian ini.

5.3 SARAN

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diharapkan bagi peneliti
selanjutnya untuk menambah periode pengamatan yang lebih lama.

2. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diharapkan bagi peneliti
selanjutnya agar menambah variabel lain yang tidak dimasukkan dalam
penelitian ini agar dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih

menyeluruh terkait kepatuhan syariah.
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LAMPIRAN 1

Daftar Nama Bank yang Digunakan untuk Sampel

Daftar Sampel, Total Asset dan Bank Buku
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No. | Bank Umum Syariah Total Asset Tahun | Bank Buku
2019
1. | PT. Bank Mualamat Indonesia 50.556.000 2
2. | PT.Bank Syariah Mandiri 112.291.867 3
3. | PT. Bank Mega Syariah 8.007.676 1
4. | PT. Bank BRI Syariah 43.123.488 2
5. | PT. Bank Syariah Bukopin 6.739.724 3
6. | PT.Bank BNI Syariah 49.980.240 2
7. | PT. Bank Jabar Banten Syariah | 7.723.201 1
8. | PT. BCA Syariah 8.634.400 1
9. | PT. Bank Victoria Syariah 2.262.451 2
10. | PT. Bank Panin Syariah 11.135.825 3
11. | PT. Bank Tabungan Pensiunan | 15.383.038 3
Nasional Syariah
12. | PT. MayBank Syariah Indonesia | 32.620.819 3
13. | PT. Bank Aceh Syariah 25.121.063 2
14. | PT BPD Nusa Tenggara Barat | 8.640.305 2
Syariah
Unit Usaha Syariah
15. | PT Bank Danamon Indonesia, | 5.101.252 3
Thk
16. | PT Bank Permata, Thk 21.921.965 3
17. | PT Bank CIMB Niaga, Thk 42.492.745 4
18. | PT Bank Sinarmas 5.201.374 3
19. |PT Bank Tabungan Negara | 28.385.675 3
(Persero), Thk
20. | PT BPD DKI 6.190.261 3
21. | PT BPD Jawa Tengah 5.736.732 3]
22. | PT BPD Jawa Timur, Thk 2.386.133 3
23. | PT BPD Sumatera Utara 3.105.622 2
24. | PT BPD Jambi 984.808 2
25. | PT BPD Sumatera Barat 1.734.969 2
26. | PT BPD Riau dan Kepulauan | 3.009.290 2
Riau
27. | PT BPD Kalimantan Selatan 1.747.711 2
28. | PT BPD Kalimantan Barat 1.778.628 2
29. | PD BPD Kalimantan Timur 2.115.229 2
30. | PT BPD Sulawesi Selatan dan | 1.383.124 2

Sulawesi Barat




LAMPIRAN 2
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Daftar Item Pengukuran Kepatuhan Syariah

Indikator

ltem

Dewan Pengawas Syariah

1.

2.
S
4.

o

o

Penunjukan prosedur pengangkatan
DPS

Penunjukan komposisi DPS
Penunjukan seleksi DPS
Penunjukan prosedur pemberhentian
DPS

Penunjukan laporan DPS
Penunjukan aktivitas aktual yang
dilakukan DPS

Penunjukan nama DPS

Penunjukan latar belakang
Pendidikan DPS

Penunjukan pengalaman DPS

Dasar Informasi

Penunjukan visi dan misi (syariah)
Penunjukan kegiatan utama (syariah)

Laporan Keuangan

LNEIN P o

8.

9.
10.

Penunjukan investasi Islam
Penunjukan investasi non-Islam
Penunjukan pendapatan
Islam/syariah

Penunjukan pendapatan non-
Islam/non-halal

Penunjukkan sumber dan
penggunaan dana zakat dan sedekah
Penunjukkan sumber dan
penggunakaan dana gard
Penunjukkan sumber pendapatan
non-deposan

Penunjukkan sumber pendapatan
non-murabahah

Penunjukkan penerapan nilai wajar
Penunjukkan nilai tambah
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LAMPIRAN 3

Data Variabel Dependen dan Variabel Independen

Nama Tahun |yl | x1 |x2 |x3 [x4 |[x5 |x6 |x7 |x8 |x9]|x10
Bank
2015 18 | 3 5 |0 02 |1 1 0 0,8 [12 |42
PT. Bank 2016 18 |3 7 |0 0 1 0,86 | 0,67 | 0,43 |12 |42
Mualamat
Indonesia
2017 20 |3 6 |0 0 1 0,67(067|05 |1 |44
2
2018 19 |3 5 |0 04 |1 04 (06704 |12 |45
2019 19 | 2 6 |05 |0 1 0,671 0,5 |[13|49
2015 17 | 3 7 |0 0 1 0,86 | 0,67 | 0,29 | 15 | 50
PT.Bank 2016 17 | 3 7 |0 0 1 0,86 | 0,67 | 0,29 | 12 | 50
Syariah
Mandiri
2017 17 | 3 7 |0 0 1 0,630 0,149 |50
2018 18 | 3 5 |0 0 1 06 |0 02 |9 |55
2019 18 | 3 6 [033[/017 |1 0,83 (0,33 0,17 | 12 | 44
2015 15 | 3 3 |0 0,33 |1 1 0,330,33|0 (45
PT. Bank 2016 19 |3 3 |0 0,33 |1 1 0 0 12 | 34
Mega
Syariah
2017 17 | 2 3 |0 0,33 |1 1 0 0 12 | 25
2018 18 | 2 3 |0 0,33 |1 1 0 0 12 | 46
2019 18 13 |4 |0 0 1 1 0 05 |8 |32
2015 16 | 2 5 |0 0 05 |1 05 |0 14 | 43
PT. Bank 2016 15 | 2 5 |0 0 05 |1 05 |0 12 | 52
BRI
Syariah
2017 17 | 2 5 |0 0 05 |1 05 |0 12 | 21
2018 18 | 2 4 |0 0 05 [0,75/05 |0 12 | 29
2019 19 | 2 5 |0 0 05 (04 |0 0 16 | 51
2015 1812 |4 |0 0 1 1 0 0 16 | 29
PT. Bank 2016 18 | 2 4 10 0 1 1 0 0 12 | 37
Syariah
Bukopin
2017 18 | 2 4 |0 0 1 1 0 0 14 | 36
2018 18 | 2 3 |0 0 1 1 0 0 13| 52
2019 18 | 2 3 |0 0 1 1 0 0 14 | 28
2015 19 | 2 4 |0 0 1 0,750 0,25 |15 |41
PT.Bank 2016 20 | 2 4 |0 0251 02510 0,75]19 | 29
BNI
Syariah
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Nama

Bank Tahun |yl | x1 |x2 |x3 [x4 |[x5 |x6 |x7 |x8 |x9]x10
2017 20 | 2 4 |0 05 |1 05 |0 0,25 |19 | 29
2018 20 |2 4 |0 05 |1 0,750 05 26|17
2019 21 |2 5 |0 04 |1 0,6 (03304 |23|38
2015 16 | 3 5 |0 0 1 04 (06706 |0 |23

PT. Bank 2016 15 |3 5 10 0 1 06 (06704 [18|0

Jabar

Banten

Syariah
2017 15 |3 5 10 0 1 06 (03304 (12|20
2018 11 |3 3 |0 0 1 0,330,33/0,33 (17 |0
2019 15 |3 3 |0 0331 0,67(033(033(22|0
2015 18 | 2 3 |0 0,671 1 05 [033[15(0

PT. BCA 2016 17 | 2 3 |0 0,67 |1 1 05 1033|1435

Syariah
2017 17 | 2 3 |0 0,67 |1 1 05 [0,33|14 |38
2018 17 | 2 3 |0 0,33 |1 0,67 (05 |0,33|14 |59
2019 19 | 2 2 |0 0,33 |1 0,670 0 12 | 52
2015 15 |2 3 |05 (0331 0,670 0,67 |12 | 13

PT. Bank 2016 1912 |4 |05 |025]1 1 0 02513 |14

Victoria

Syariah
2017 16 | 2 4 |05 |025]|1 1 0 0,5 | 23|36
2018 17 | 2 4 |05 [025]|1 1 0 0 16 | 30
2019 18 | 2 4 |05 |025]|1 1 0 0 15 | 44
2015 19 | 2 5 10 0 1 06 (05 |06 [16|24

PT. Bank 2016 19 | 2 5 (0 02 |1 04 |05 (04 |22|24

Panin

Syariah
2017 19 | 2 3 |0 0 1 06705 |0 27 | 22
2018 19 | 2 3 |0 0 1 1 05 [033|9 |14
2019 20 |2 3 1033|0 1 0,67(05 ]033|9 |17
2015 16 | 2 5 |0 02 |1 06 |0 06 |12 |38

PT.BTPN | 2016 8 |2 7 |0 0,14 |1 04305 (0290 |43
2017 16 | 2 5 10 02 |1 04 (05 |06 |12|33
2018 16 | 2 5 |0 02 |1 04 (05 |06 |[13|34
2019 15 | 2 5 10 02 |1 04 (05 |04 |12|27
2015 16 | 3 9 |0 044 |1 0,78 |0 0,56 | 29 | 44

PT. 2016 16 |3 8 |0 038 |1 0,86 |0 05 |17 |46

MayBank

Syariah

Indonesia
2017 16 | 3 7 |0 0,14 | 1 1 0 0,43 |12 | 42
2018 16 |3 8 |0 0251 0,7510,33 10,25 |23 | 37
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g:rr?ka Tahun |yl | x1 |x2 |x3 [x4 |[x5 |x6 |x7 |x8 |x9]x10
2019 16 | 3 8 |0 0251 0,75(0,33 0,13 | 21 | 39
2015 12 | 3 5 10 0 05 |06 |05 |0 7 |3
PT. Bank 2016 16 | 2 5 10 0 05 |06 |05 |0 7 |8
Aceh
Syariah
2017 16 | 2 5 |0 0 05 |06 |05 |0 10| 6
2018 16 | 2 4 |0 0 05 |05 |05 |0 20 | 4
2019 17 | 2 4 |0 0 05 |05 |05 |0 36 |5
2015 18 | 3 5 10 02 |1 08 {0,330 6 |30
PT BPD 2016 15 |3 5 10 02 |1 0,8 (0330 0 (40
NTB
Syariah
2017 16 | 2 5 |0 02 |1 08 |0 0 0 |48
2018 21 | 2 4 |0 0251 1 0 0 7 |46
2019 18 | 2 4 |0 0,251 1 0 0 36 | 33
2015 13 |3 7 |0 0,14 |1 0,86 | 0 0,29 | 13|45
PT Bank 2016 13 |3 9 |0 0,33 |1 0,670 0,33 12| 36
Danamon
Tbk
2017 13 |3 7 |0 029 |1 0,57 (0 0,43 112 |28
2018 12 |3 9 |0 0,22 |1 056 |0 0,11 |12 | 27
2019 12 |3 10 |0 02 |1 06 |0 0,1 [13|23
2015 14 | 2 10 | O 04 |1 05 |1 03 |12|25
PT Bank 2016 14 | 2 10 |0 03 |1 07 |1 0,3 [12|30
Permata,
Tbk
2017 15 | 2 9 |0 033 |1 0,77105 0,44 |17 |40
2018 15 | 2 8 |0 0,38 |1 1 05 |05 |17 |22
2019 15 | 2 5 |0 04 |1 1 05 |04 |17 26
2015 16 | 3 9 |0 0,44 |1 0,7810,33|0,44 |12 | 35
PT Bank 2016 13 |3 10 |0 06 |1 0,8 (03304 |12 |37
CIMB
Niaga, Thk
2017 14 | 3 11 |0 0551 0,7310,33 0,36 | 24 | 39
2018 15 | 3 11 |0 0551 0,63(0,33 0,36 | 12 | 37
2019 15 |3 11 |0 0551 0,73]0,33 0,27 | 13 | 38
2015 12 | 2 8 |0 0 1 0,88(05 |05 |[12|32
PT Bank 2016 12 |2 8 |0 0 1 0,88|05 0,38 12|27
Sinarmas
2017 14 | 2 6 |0 0 1 1 1 05 |12 |33
2018 16 |2 6 |0 0 1 1 05 |05 |12 33
2019 16 | 2 6 |0 0 1 1 05 |05 |12 |33
2015 16 | 2 5 |0 02 |1 06 |0 06 |12]|38
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Nama

Bank Tahun |yl | x1 |x2 |x3 [x4 |[x5 |x6 |x7 |x8 |x9]x10
PT Bank 2016 19 | 2 8 |0 0,13/0,33/0,88 (0,33 0,13 |10 |15
Tabungan
Negara
2017 19 | 2 5 |0 0 05 |1 05 |0 10 | 46
2018 18 | 2 4 |0 0 05 [0,75]05 |0 12 | 29
2019 18 | 2 5 |0 0 05 (02 |0 0 16 | 51
2015 10 | 3 7 |0 0 1 1 0,330,290 |56
PT BPD 2016 10 | 3 6 |0 0 1 1 0 0,17 |12 |75
DKI
2017 10 | 2 6 |0 0 1 1 0 0,17 | 16 | 68
2018 10 | 2 6 |0 0 1 0,830 0,170 |55
2019 10 | 2 5 |0 0 1 1 0 04 |16 |62
2015 16 |1 |4 |0 0 1 0,75|0 0 14 | 11
PT BPD 2016 16 | 2 5 |0 0 1 08 |0 0 13|11
Jawa
Tengah
2017 16 |2 |4 |0 0 1 1 0 0 13 |12
2018 16 | 2 6 |0 0 1 1 0 0,17 |12 | 12
2019 16 | 2 6 |0 0 1 1 0 0 12 | 25
2015 14 | 3 5 |0 0 1 1 0 0 12 | 19
PT BPD 2016 14 |3 5 |0 0 1 1 0 0 12| 20
Jawa
Timur, Tbk
2017 14 |3 7 |0 0,14 |1 1 0 02919 |12
2018 14 | 3 7 10 0,14 | 1 1 0 02914 |0
2019 12 |2 5 |0 02 |1 1 0 02 |0 |16
2015 15|13 |4 |0 0251 0,750 0250 |46
PT BPD 2016 17 |3 |4 |0 0251 0,750 0250 |25
Sumatera
Utara
2017 153 |4 |0 0 1 0,75|0 0 10 | 12
2018 17 |3 |4 |0 0 1 0,750 0 12 | 12
2019 17 | 3 5 |0 0 1 1 0 0 12 | 17
2015 15 | 2 6 |0 0 1 0,670 0 127
PT BPD 2016 15 | 2 4 10 0 1 05 |0 0 12 | 52
Jambi
2017 14 | 2 4 10 0,251 0250 0 15 | 40
2018 14 | 2 4 |0 0251 0250 0 15| 41
2019 14 | 2 4 |0 0251 02510 0 13| 75
2015 14 |3 |4 |0 0 1 0,750,330 20 | 46
PT BPD 2016 13 |3 5 10 0 1 0,8 (0330 14 | 46
Sumatera

Barat




100

Nama

Bank Tahun |yl | x1 |x2 |x3 [x4 |[x5 |x6 |x7 |x8 |x9]x10
2017 13 |3 5 |0 0 1 0,8 10330 27 | 57
2018 13 |3 5 |0 0 1 0,8 (0330 25 | 37
2019 14 | 3 5 |0 0 1 0,8 (0330 30 | 167
2015 10 | 2 4 10 0 05 |1 0 0,75 |10 | 33
PT BPD 2016 13 |2 3 |0 0 05 |1 0 033112
Riau dan
Kep Riau
2017 12 | 2 3 |0 0 05 |1 0 0,33 13|35
2018 12 | 2 3 |0 0 05 |1 0 0,33 13|24
2019 12 |2 3 |0 0 05 |1 0 0,67 | 15 | 63
2015 10 | 2 4 10 0,251 1 05 |0,75|12 |13
PT BPD 2016 10 | 2 4 |0 0251 1 05 |05 |12 |4
Kalimantan
Selatan
2017 11 | 2 2 |0 05 |1 1 0 05 |0 |10
2018 13 |2 2 |0 05 |1 1 0 0 133
2019 11 |2 3 |0 0 1 0,330 0 0 |26
2015 14 |3 |4 |0 0 0,67 |1 0,67 |0 19 | 10
PT BPD 2016 1313 |4 |0 0 0,671 0,670 0 |0
Kalimantan
Barat
2017 14 |3 |4 |0 0 0,671 0,67 |0 0 |17
2018 14 |3 |4 |0 0 0671 0,67 |0 0 |13
2019 12 | 2 4 10 0 1 1 05 |0 0 |66
2015 10 | 2 5 10 0 1 08 (05 [0 8 |0
PD BPD 2016 10 | 2 4 |0 0 1 1 05 |0 1710
Kalimantan
Timur
2017 11 | 2 5 10 0 1 1 05 |0 0 |10
2018 11 |2 5 |0 0 1 1 05 |0 0 |13
2019 11 | 2 5 |0 0 1 1 05 |0 17 | 29
2015 14 |3 |4 |0 0,25(0,67 |1 0 0,25 |12 |33
PT BPD 2016 14 | 2 4 |0 0,251 1 0 0250 |3
Sulsel dan
Sulbar
2017 14 | 2 4 |0 0251 1 0 0259 |4
2018 14 | 2 4 |0 05 |1 1 0 05 |12 |57
2019 14 | 2 3 |0 0,671 1 0 0 0 |14




LAMPIRAN 4

Hasil Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Syariah
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N | Min Max Mean Std.
Deviation
DPS 150 | 2 6,50 1,180
Dasar Informasi 150 | O 0,99 0,737
Laporan Keuangan 150 10 7,78 1,630
Pr Valid N (listwise) | 150
Statistik Deskriptif Variabel Dependen dan Independen
N [ Minimum | Maksimum | Mean Std.
Deviation
Kepatuhan Syariah | 150 | 8 21 15,27 2,812
Jumlah DPS 150 | 1 3 2,37 0,497
Jumlah Direksi 150 | 2 11 512 1,942
Proporsi DPS 150 | 0,00 0,50 0,0244 0,10454
wanita
Proporsi Direksi 150 | 0,00 0,67 0,1595 0,18765
wanita
Latar belakang 150 | 0,33 1,00 0,9245 0,17645
pendidikan DPS
Latar belakang 150 | 0,20 1,00 0,8038 0,21897
pendidikan Direksi
Usia DPS 150 | 0,00 1,00 0,2542 0,27650
Usia Direksi 150 | 0,00 0,80 0,2248 0,22471
Frekuensi rapat DPS | 150 | 0 36 12,49 6,922
Frekuensi rapat 150 [ 0 167 31,31 20,693
Direksi
Valid N (listwise) 150




LAMPIRAN 5
Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

102

Untandarized

Residual
N 150
Normal Parameters®” Mean 0,0000000
Std. Deviation 2,56237009
Most Extreme Absolute 0,056
Differences Positive 0,046
Negative -0,056
Test Statistic 0,056
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,200°
Hasil Uji Multikolinearitas
Model Collinearity Statistics
Tolerance | VIF
(Constant)
Jumlah DPS 0,835 1,198
Jumlah Direksi 0,749 1,335
Proporsi DPS wanita | 0,946 1,058
Proporsi Direksi 0,811 1,232
wanita
Latar belakang 0,828 1,208
pendidikan DPS
Latar belakang 0,951 1,051
pendidikan Direksi
Usia DPS 0,880 1,137
Usia Direksi 0,850 1,177
Frekuensi rapat DPS | 0,935 1,069
Frekuensi rapat 0,923 1,083
Direksi




Hasil Uji Heteroskedastisitas
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Model Unstandardized Standardized t Sig.
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta

(Constant) 3,519 1,920 1,833 | 0,069
Kepatuhan syariah -0,046 0,071 -0,057 | -0,652 | 0,516
Jumlah DPS -0,475 0,402 -0,104 | -1,184 | 0,238
Jumlah Direksi -0,167 0,111 -0,142 | -1,513 | 0,133
Proporsi DPS -1,659 1,824 -0,076 | -0,909 | 0,365
wanita

Proporsi Direksi -2,753 1,091 -0,226 | -2,523 | 0,013
wanita

Latar belakang 0,446 1,137 0,034 | 0,392 | 0,695
pendidikan DPS

Latar belakang -0,668 0,862 -0,064 | -0,776 | 0,439
pendidikan

Direksi

Usia DPS -0,852 0,704 -0,103 | -1,210 | 0,229
Usia Direksi 0,945 0,882 0,093 | 1,071 0,286
Frekuensi rapat -0,003 0,028 -0,008 | -0,094 | 0,925
DPS

Frekuensi rapat 0,014 0,009 0,131 | 1,573 0,118
Direksi
Hasil Uji Autokorelasi

Model R R Square | Adjusted | Std. Error | Durbin-

R Square | of the Watson
Estimate
1 0,4122 0,169 0,110 2,653 0,640




LAMPIRAN 6

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R2)
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Model R R Square | Adjusted R Std. Error of
Square the Estimate
1 0,412° 0,169 0,110 2,653
Hasil Uji Sinifikansi Simultan (Uji F)
Model Sumof |df Mean F Sig.
Squares Square
1 Regression | 199,498 | 10 19,950 2,835 0,003"
Residual 978,295 | 139 7,038
Total 1177,793 | 149
Hasil Uji Statistik Parameter Individual (Uji Statistik T)
Model Unstandardized t Sig.
Coefficients Standardized
B Std. Coefficients
Error | Beta
1. (Constant) | 16,459 1,813 9,079 | 0,000
Jumlah DPS 0,150 0,478 0,027 0,314 | 0,754
Jumlah Direksi -0,305 0,129 -0,210 -2,355 | 0,020**
Proporsi DPS 4,639 2,138 0,173 2,170 | 0,032**
wanita
Proporsi Direksi 2,308 1,286 0,154 1,795 | 0,075***
wanita
Latar belakang -0,603 1,354 -0,038 -0,446 | 0,657
pendidikan DPS
Latar belakang -1,614 1,018 -0,126 -1,586 | 0,115
pendidikan
Direksi
Usia DPS 0,564 0,838 0,056 0,674 | 0,502
Usia Direksi -0,736 1,049 -0,059 -0,701 | 0,484
Frekuensi rapat 0,099 0,032 0,244 3,054 | 0,003*
DPS
Frekuensi rapat 0,006 0,011 0,044 0,553 | 0,581
Direksi

Sumber: Data yang diolah (2021)



